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KATA PENGANTAR 

HISTLEBLOWING SYSTEM secara umum merupakan proses pelanggaran 

perusahaan dapat terungkap, di mana pengungkapan harus menjadi dasar untuk 

mengelola dan meminimalkan pelanggaran tersebut. Berbagai kegiatan yang 

dapat merupakan pelanggaran perusahaan termasuk, tetapi tidak terbatas pada: korupsi, 

penyuapan, menerima dan memberikan hadiah dan hiburan, sogokan, pemerasan, 

nepotisme, favoritisme, kronisme, pencucian uang, pemanfaatan informasi orang dalam 

yang tidak tepat, perdagangan orang dalam, konflik kepentingan, penipuan, diskriminasi, 

akuntansi agresif, pelecehan seksual, keselamatan tempat kerja, keselamatan produk, dan 

pencemaran lingkungan (Near and Micelli, 1985).  
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informasi-informasi penting bagi penulisan untuk dapat menyelesaikan buku ini; Bapak Puji 

Harto. PhD, CA, CGAA selaku ketua FDAPT (Forum Dosen Akuntansi Perguruan Tinggi) 

Jawa Tengah yang telah berkenan bekerjasama dengan penulis untuk menjadi obyek 

penelitian dan berdiskusi dengan penulis untuk menyusun buku ini; Ketua Program Studi 

Akuntansi S1 dan S2 serta PPA Universitas Diponegoro, yang berkenan untuk menerima 

penulis untuk berdiskusi tentang kemungkinan implementasi WHISTLEBLOWING SYSTEM 

pada perguruan tinggi; Bapak Freddy Koeswoyo selaku ketua program studi Akuntansi 

Universitas Katolik Soegijapranata, yang telah memberi kesempatan penulis untuk mengajar 

materi yang relevan untuk mendukung materi buku ini; Rossa Razhmi Gitanjani yang telah 

membantu penyusunan buku ini; dan semua pihak yang tidak dapat penulis rinci satu per 

satu yang telah membantu dalam proses penyusunan makalah ini.  

Di buku ini, kita juga akan melihat bagaimana Whistleblowing System diterapkan di 5 

Universitas ternama di Indonesia. Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kata 
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BAB 1 

PENGERTIAN WHISTLEBLOWING SYSTEM 

 

1.1. DEFINISI WHISTLEBLOWING SYSTEM 

WHISTLEBLOWING SYSTEM secara umum merupakan proses pelanggaran perusahaan 

dapat terungkap, di mana pengungkapan harus menjadi dasar untuk mengelola dan 

meminimalkan pelanggaran tersebut. Berbagai kegiatan yang dapat merupakan pelanggaran 

perusahaan termasuk, tetapi tidak terbatas pada: korupsi, penyuapan, menerima dan 

memberikan hadiah dan hiburan, sogokan, pemerasan, nepotisme, favoritisme, kronisme, 

pencucian uang, pemanfaatan informasi orang dalam yang tidak tepat, perdagangan orang 

dalam, konflik kepentingan, penipuan, diskriminasi, akuntansi agresif, pelecehan seksual, 

keselamatan tempat kerja, keselamatan produk, dan pencemaran lingkungan (Near and 

Micelli, 1985). 

WHISTLEBLOWING SYSTEM memungkinkan proses pelanggaran korporasi dapat 

terungkap, dengan proses pengungkapan sebagai dasar dalam mengelola dan meminimalkan 

pelanggaran tersebut (Hastuti et al, 2022). Jenis pelaku WHISTLEBLOWING SYSTEM atau 

disebut whistleblower bisa berupa justice collaborators (kolaborator keadilan) atau mereka 

yang tidak terlibat dalam penyimpangan tetapi mengetahui adanya penyimpangan (Hastuti 

et al, 2023). 

Menurut penjelasan Whistleblowers International, individu dan bisnis yang korup sering 

kali memanfaatkan kemampuan pengawasan birokrasi yang terbatas untuk mencuri, 

menagih lebih, dan menipu pihak berwenang guna memaksimalkan keuntungan bisnis 

mereka sendiri. Praktik penipuan ini menciptakan beban pajak yang lebih besar bagi warga 

negara, serta membahayakan kesejahteraan publik dengan menurunkan kualitas barang dan 

layanan yang disediakan. Karena penipuan selalu sulit dideteksi, banyak negara secara 

historis mengandalkan warga negara untuk melaporkan korupsi, pencurian, dan pelanggaran 

perusahaan. Berdasarkan studi sebelumnya tentang sistem pelaporan pelanggaran di 

pendidikan tinggi, sistem pelaporan pelanggaran sebagai alat internal organisasi untuk 

mencegah dan mendeteksi pelanggaran kepatuhan semakin disarankan dalam literatur 

akademis dan praktis (Dorasamy, 2012). 
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Whistleblowing dapat dilakukan melalui saluran internal dan eksternal. Jika dugaan 

pelanggaran dilaporkan kepada otoritas internal, seperti, orang-orang yang memiliki posisi 

berwenang dalam suatu organisasi, komite audit, atau saluran anonim, maka hal tersebut 

disebut sebagai whistleblowing internal. Jika dugaan pelanggaran dilaporkan kepada otoritas 

eksternal, seperti, badan regulasi badan, media berita, atau kelompok kepentingan publik, 

hal ini disebut sebagai pengungkapan pelanggaran eksternal. 

 Ada beberapa konsensus bahwa pelapor mungkin lebih suka mengungkapkan pelanggaran 

melalui saluran internal yang tersedia. Namun, sebagian besar karyawan mungkin terlalu 

takut untuk mengungkapkan pelanggaran secara internal karena takut menjadi korban, 

pembalasan, tindakan balasan, atau bahkan pemecatan. Pengendalian yang efektif atas 

pelanggaran perusahaan di tempat kerja saat ini memerlukan prosedur yang jelas, terstruktur, 

diterima, dan dikelola dengan baik untuk memfasilitasi pengungkapan pelanggaran. Oleh 

karena itu, perspektif manajerial harus diadopsi untuk menetapkan dan mendukung 

pengungkapan pelanggaran secara sistematis (Singh, 2020). 

Meskipun potensi pengungkapan pelanggaran sebagai proses untuk mengelola pelanggaran 

perusahaan, efektivitasnya sering dipertanyakan oleh para penentang karena beberapa 

alasan. Praktik pengungkapan pelanggaran konsisten dengan prinsip manajemen yang 

bertanggung jawab karena sangat penting untuk mendeteksi dan mencegah manajemen yang 

tidak bertanggung jawab. Akibatnya, manajer yang bertanggung jawab (terutama, semua 

manajer dan bukan hanya mereka yang memegang peran terkait keberlanjutan atau etika) 

dapat bertindak sebagai whistleblower sekaligus pendukungnya. Sebaliknya, whistleblower 

dapat memicu manajemen dan organisasi yang lebih bertanggung jawab (Carollo, et al, 

2020). 

 

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN WHISTLEBLOWING SYSTEM 

Maksud, Tujuan, dan Manfaat penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing 

System/WBS) di Perseroan adalah:  

1) Tersedianya cara penyampaian informasi penting dan kritis bagi perusahaan/organisasi 

kepada pihak yang harus segera menanganinya secara aman.  

2) Tersedianya mekanisme deteksi dini (early warning system).  
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3) Tersedianya kesempatan untuk menangani masalah pelanggaran secara internal terlebih 

dahulu, sebelum meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik.  

4) Timbulnya keengganan untuk melakukan pelanggaran (pengawasan oleh semua pihak).  

 

1.3. PRINSIP DASAR WHISTLEBLOWING SYSTEM  

Penyampain Pengaduan oleh Pelapor harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:  

1) Pelapor wajib memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan,  

Indikasi awal ini meliputi:  

a. Pelanggaran yang diadukan, meliputi jumlah kerugian (apabila dapat ditentukan). 

Satu pengaduan sebaiknya hanya untuk satu pelanggaran agar penanganannya 

dapat lebih focus.  

b. Pihak yang terlibat yaitu siapa yang seharusnya bertanggungjawab atas 

pelanggaran tersebut, termasuk saksi-saksi dan pihak yang diuntungkan atau 

dirugikan atas pelanggaran tersebut.  

c. Lokasi pelanggaran, yaitu meliputi nama, tempat, atau fungsi terjadinya 

pelanggaran tersebut.  

d. Waktu pelanggaran, yaitu periode pelanggaran baik berupa hari, minggu, bulan, 

tahun atau tanggal tertentu pada saat pelanggaran tersebut terjadi.  

e. Bagaimana terjadinya pelanggaran tersebut dan apakah terdapat bukti-bukti 

pendukung telah terjadinya pelanggaran.  

f. Apakah pelanggaran tersebut pernah dilaporkan kepada pihak lain.  

g. Apakah pelanggaran tersebut pernah terjadi sebelumnya.  

2) Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut Pengaduan, maka pelapor 

dianjurkan memberikan informasi mengenai data diri, yang sekurang kurangnya 

memuat alamat/nomor telepon/handphone/faksmili/email.  

3). Ruang Lingkup WHISTLEBLOWING SYSTEM  

Ruang lingkup pelaporan pelanggaran yang akan ditindaklanjuti oleh 

WHISTLEBLOWING SYSTEM adalah tindakan yang dapat merugikan Perseroan, yang 

meliputi hal-hal sebagai berikut:  

a. Penyimpangan dari peraturan dan perundangan yang berlaku  
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b. Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan lain di luar Perseroan/organisasi  

c. Pemerasan  

d. Perbuatan curang  

e. Benturan Kepentingan  

f. Gratifikasi  

g. Pemakasaan yang berujung pada penyimpangan  

h. Negosiasi kecurangan  

i. Pencurian  

4). Sosialisasi WHISTLEBLOWING SYSTEM  

Sosialisasi Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS) di internal Perseroan/organisasi 

disampaikan melalui berbagai media seperti internal memo, poster, sosialisasi etika 

maupun presentasi langsung kepada unit kerja terkait. Untuk eksternal, sosialisasi 

dilakukan melalui website Perseroan dan pengiriman surat edaran/memo.  

5). Pelindungan terhadap Pelapor yang wajib dilakukan oleh organisasi adalah: 

a. Identitas Pelapor dijamin kerahasiannya oleh Perusahaan.  

b. Perusahaan menjamin Perlindungan terhadap Pelapor dari segala bentuk ancaman, 

intimidasi, ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun selama 

Pelapor menjaga kerahasiaan pelanggaran yang diadukan kepada pihak manapun.  

c. Pelindungan terhadap Pelapor juga berlaku bagi para pihak yang melaksanakan 

Investigasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan 

Pengaduan tersebut.  

6). Kewenangan Penanganan Laporan  

a. Pengaduan pelanggaran yang berkaitan dan atau dilakukan oleh Tim Pengelolaan 

WHISTLEBLOWING SYSTEM dan Tim Investigasi akan ditindaklanjuti oleh 

Direksi.  

b. Pengaduan pelanggaran yang berkaitan dan atau dilakukan oleh Direksi akan 

ditindaklanjuti oleh Dewan Komisaris.  

c. Pengaduan pelanggaran yang berkaitan dan atau dilakukan oleh Dewan Komisaris akan 

ditindaklanjuti oleh Direksi.  
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d. Alur Proses Sistem Pelaporan Pelanggaran Jika dokumen dan bukti-bukti yang 

disampaikan lengkap, Komisi Pelaporan Pelanggaran melakukan pemilahan data dan 

memutuskan apakah kasus tersebut dapat dilanjutkan ke tingkat penyelidikan. Jika 

keputusannya adalah cukup bukti, maka laporan tersebut akan ditingkatkan statusnya 

ke tahap penyelidikan. Laporan yang tidak terbukti akan dikembalikan kepada 

pelapor. Namun apabila terbukti,  

Komisi Pelaporan Pelanggaran akan melaporkan hasil temuannya tersebut kepada 

Direksi/pimpinan organisasi. Laporan yang berkaitan dengan jajaran manajemen di 

bawah Direksi disampaikan dalam bentuk surat dan ditujukan kepada Direktur Utama, 

sedangkan laporan-laporan yang berkaitan dengan Direksi akan ditujukan kepada Dewan 

Komisaris/Yayasan  

 

1.4. KELEMAHAN DAN KEKUATAN WHISTLEBLOWING SYSTEM  

Berbagai penjelasan mengenai sistem whistleblowing di lembaga pendidikan 

menggambarkan berbagai kebutuhan dan persiapan komponen utama agar efektif dan 

berdampak baik bagi organisasi dan orang-orang di dalamnya. Suatu sistem yang diterapkan 

tidak dapat dilepaskan dari kekuatan dan kelemahan.  

Berikut ini adalah gambaran kekuatan dan kelemahan tersebut.  

Kelemahan sistem whistleblowing:  

1. Sulit bagi whistleblower di bidang pendidikan untuk tampil, tetapi manfaatnya sering 

kali lebih besar daripada risikonya. Ketika lembaga menyalahgunakan posisi 

mereka, mereka memiliki dampak langsung dan negatif pada kehidupan siswa. 

Whistleblower di bidang pendidikan bertanggung jawab untuk menghentikan: 

Kekerasan fisik dan seksual, Kegagalan menyediakan pendidikan khusus yang 

memadai, dan Kesalahan pengelolaan dana sekolah. (Indriasih, 2020) 

2. Tidak ada mekanisme di lembaga pendidikan untuk memberikan dukungan tersebut 

kepada whistleblower (Tribun.com). Undang-undang hanya melindungi sejumlah 

kecil masalah yang lebih penting, tetapi ada kekhawatiran tentang standar 

pendidikan yang khusus untuk sektor tersebut (Vinten, 1999). 

3. Ketakutan akan pembalasan berkontribusi pada keengganan untuk melaporkan 

ketidakjujuran akademis (Radulovic & Uys, 2019). 
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4. Saluran pelaporan pelanggaran yang tidak tepat. Untuk membuat program pelaporan 

pelanggaran yang efektif, perusahaan harus memastikan bahwa saluran pelaporan 

dapat diakses oleh karyawan seluas mungkin.  

5. Respons yang tidak tepat oleh manajemen senior. Dukungan dari pimpinan penting 

untuk setiap kebijakan pengungkapan pelanggaran. Jumlah laporan yang rendah atau 

tinggi, jumlah laporan yang sangat rendah atau tinggi menunjukkan bahwa tidak ada 

cukup kesadaran tentang program atau lembaga belum mengomunikasikan secara 

memadai apa yang dapat dan tidak dapat dilaporkan. (Yulyani et al, 2020) 

Kekuatan sistem pengungkapan pelanggaran: 

Dari implementasi whistleblowing diperguruan tinggi, disimpulkan berbagai kekuatannya  

1. Whistleblowing di Perguruan Tinggi sangat penting untuk melindungi kepentingan 

publik, mengekang praktik tidak etis di berbagai tingkatan, meningkatkan standar 

pendidikan tinggi secara keseluruhan, dan menciptakan lingkungan belajar terbaik 

bagi siswa dan guru. (https://whistleblowerlaw.com/workplacewhistleblowing)  

2. Whistleblowing adalah alat untuk mencapai tujuan akhir kepatuhan SDG 

(Siringoringo 2015) 2. Perlindungan terbaik di sektor pendidikan adalah untuk 

kepentingan pemberi kerja dan karyawan, yaitu dengan menetapkan kode tentang 

whistleblowing untuk mencakup masalah standar pendidikan (Vinten, 1999). 
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BAB 2 

TINJAUAN SEJARAH WHISTLEBLOWING 

 

2.1. SEJARAH MUNCULNYA WHISTLEBLOWING 

Sejak ketentuan qui tam (ketentuan FCA yang memungkinkan pelapor untuk mengajukan 

gugatan atas nama AS dan menerima bagian dari pemulihan) pertama kali muncul pada abad 

pertengahan, ratusan pengungkap pelanggaran telah maju untuk melawan segala jenis 

penipuan dan skandal. Sejarah yang akan kami ceritakan dalam artikel ini mencoba 

menggambarkan garis waktu evolusi qui tam serta awal dan pemberlakuan Undang-Undang 

Klaim Palsu (FCA). 

Pemerintah di seluruh dunia menghabiskan banyak uang untuk perawatan kesehatan, 

pertahanan, dan infrastruktur agar masyarakat tetap berjalan dengan aman dan efisien. 

Individu dan bisnis yang korup sering kali memanfaatkan kemampuan pengawasan birokrasi 

yang terbatas untuk mencuri, menagih lebih dari jumlah yang seharusnya, dan menipu pihak 

berwenang guna memaksimalkan keuntungan bisnis mereka sendiri. Praktik penipuan ini 

menciptakan beban pajak yang lebih besar bagi warga negara, serta membahayakan 

kesejahteraan publik dengan menurunkan kualitas barang dan layanan yang disediakan. 

Karena penipuan selalu sulit dideteksi, banyak negara secara historis mengandalkan warga 

negara untuk melaporkan korupsi, pencurian, dan pelanggaran perusahaan. Para pembuat 

undang-undang beralih ke warga negara untuk mengungkap dan mencegah skema ilegal 

sejak abad ke-7. Prinsip dasar dari undang-undang awal tersebut adalah memberi 

penghargaan kepada individu atas sebagian uang curian yang mereka bantu ungkap, asumsi 

yang sama yang berlaku dalam hukum whistleblower modern. 

 

2.2.  KELAHIRAN QUI TAM DI INGRIS ABAD PERTENGAHAN  

Konsep whistleblower atas nama pemerintah dimulai di Inggris pada abad ke-7. Istilah qui 

tam, yang saat ini biasanya merujuk pada kasus-kasus Undang-Undang Klaim Palsu, 

merupakan singkatan dari frasa Latin “qui tam pro domino rege quampro se ipsoin hac 

partesequitur” yang berarti “dia yang menuntut untuk dirinya sendiri dan juga untuk Raja.” 
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Para pembuat undang-undang modern mengadopsi istilah tersebut agar menjadi sinonim 

dengan whistleblower yang menuntut perusahaan-perusahaan korup atas nama pemerintah 

mereka. Contoh paling awal dari jenis putusan ini berasal dari tahun 695, dalam deklarasi 

Raja Wihtred dari Kent, yang menjelaskan bahwa "jika seorang pekerja bebas bekerja 

selama (hari Sabat), ia akan kehilangan keuntungannya, dan orang yang memberi tahu orang 

itu akan mendapat setengah denda, dan keuntungan dari kerja kerasnya 

 

2.3.  PELAPOR DI AMERIKA AWAL  

Sejak berdirinya, Amerika telah memupuk dan menganut budaya tanggung jawab sipil untuk 

melindungi dan memberi manfaat bagi masyarakat. Benjamin Franklin menjadi salah satu 

pelapor pertama Amerika pada tahun 1773 ketika ia mengungkap surat-surat rahasia yang 

menunjukkan bahwa gubernur Massachusetts yang ditunjuk oleh kerajaan telah dengan 

sengaja menyesatkan Parlemen untuk mempromosikan pembangunan militer di Koloni. 

Dasar-dasar legislatif hukum modern kita ditetapkan selama abad ke-18 ketika banyak badan 

legislatif negara bagian mengadopsi putusan qui tam. Hukum-hukum ini menyerupai hukum 

kita saat ini karena mereka memberi insentif kepada individu swasta untuk melaporkan 

kesalahan baik untuk kepentingan negara mereka maupun untuk keuntungan pribadi mereka 

sendiri. Misalnya, Undang-Undang Kolonial Massachusetts tahun 1686 memberikan hadiah 

kepada setiap inspektur yang melaporkan penipuan dalam penjualan roti dengan sepertiga 

dari denda yang terkumpul. 

Beberapa litigasi Federal pertama yang disidangkan di Amerika Serikat melibatkan klaim 

whistleblower. Namun, undang-undang qui tam pada umumnya tidak lagi digunakan pada 

awal abad ke-19 dan tidak muncul kembali hingga setelah Perang Saudara. 

 

2.4.  WHISTLEBLOWING DI UNI EROPA  

(Buczko, 2022) menyatakan bahwa masalah whistleblower menarik tapi juga sekaligus 

kontroversial. WHISTLEBLOWING SYSTEM menjadi bagian penting dengan munculnya 

arahan Uni Eropa (UE) 2019/1937 dari Parlemen dan Dewan Eropa pada tanggal 23 Oktober 

2019 tentang Perlindungan orang yang melaporkan pelanggaran hukum Uni Eropa. Makna 

“whistleblower” dalam bahasa Inggris bersifat positif dan tidak dikaitkan dengan hal 
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negatif, tetapi dalam bahasa Polandia terjemahan kata “sygnalista” sering kali tidak 

menimbulkan asosiasi positif.  

Blowing the whistle versus snitching adalah dua jenis kegiatan dan penting untuk memahami 

esensi dari istilah-istilah ini. Tetapi konotasi linguistik menunjukkan bahwa orang Polandia 

tidak selalu memahami maksud yang tepat ketika mendengar kata “whistleblower”. 

Whistleblower sering dianggap di Polandia sebagai kegiatan tercela, dan whistleblower 

biasanya disebut sebagai pelapor. Arti kata “whistleblower” di Polandia agak merendahkan.  

Sejarah Eropa, yang dialami melalui praktik Nazi, era mata-mata Perang Dingin, dan 

pengawasan oleh Uni Soviet, telah mengembangkan permusuhan yang kuat terhadap apa 

yang disebut informan. Itulah sebabnya sangat sulit untuk mencapai tingkat pemahaman 

positif tentang makna kata ini di Polandia. Realitas saat ini dalam mengoperasikan suatu 

organisasi, terlepas dari sifat hukumnya, memaksanya untuk mematuhi standar tertentu. 

Standar-standar ini, yang timbul baik dari norma hukum maupun praktik yang baik, 

membentuk apa yang disebut sistem kepatuhan. Peraturan tentang pengungkapan 

pelanggaran pasti menjadi bagian darinya.  

Berdasarkan survey yang disajikan oleh Kun-Buczko (2022) survey atas masyarakat EU 

pada tahun 2019 dari arahan tentang Perlindungan whistleblower dimana dalam survei 

tersebut responden ditanyai: 

1. Kompensasi yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada whistleblower yang 

sebelumnya mengungkapkan pelecehan dan kemudian diberhentikan; 

2. Akses ke bantuan hukum gratis yang disediakan oleh negara 

3. Pelindungan dari tuduhan pencemaran nama baik dan pelanggaran hak pribadi ketika 

mereka terkait dengan pelecehan yang diungkapkan 

4. Kompensasi yang dibayarkan oleh negara jika terjadi kehilangan pekerjaan, diberikan 

selama durasi sidang pengadilan terkait dengan pengungkapan pelecehan 

5. Jaminan anonimitas yang diberikan oleh badan eksternal tempat whistleblower 

mengajukan informasi tentang pelecehan (misalnya, penegak hukum, otoritas inspeksi). 

Fenomena pengungkapan pelanggaran diterima lebih baik oleh opini publik di negara-

negara Eropa Barat dan Amerika Serikat, khususnya di mana sistem hukumnya didasarkan 

pada hukum umum, daripada di negara-negara pasca-Soviet atau Blok Timur.  
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Di negara-negara hukum umum, "pengaduan etis" dan informan dilindungi oleh negara, 

sementara di negara-negara dengan sistem hukum kontinental, Perlindungan semacam itu 

tidak ada. Hal ini khususnya terlihat di negara-negara yang berada di bawah pendudukan 

Jerman selama Perang Dunia II dan di negara-negara dengan rezim totaliter setelah perang. 

Para informan di sana dianggap oleh masyarakat dalam konteks negatif. Karena alasan ini, 

ada kecenderungan di antara orang Polandia untuk "menutupi" fenomena negatif di tempat 

kerja daripada mengungkapkannya. Mengungkapkan penyimpangan dalam organisasi dapat 

dianggap tidak etis karena kurangnya loyalitas kepada pemberi kerja. Namun kebenarannya 

justru sebaliknya, pengungkapan pelanggaran sama etisnya dengan perilaku yang 

diungkapkannya yang tidak etis (Ziółkowska, 2021) 

Poin utamanya adalah membedakan whistleblowing dari kegiatan pengaduan dan informasi 

lainnya. Selain itu, penting untuk mendefinisikan manfaat sosial dari whistleblowing – 

manfaat yang diperoleh organisasi itu sendiri. 

Tampaknya sulit untuk membedakan whistleblowing yang diizinkan dari whistleblowing 

yang diwajibkan. Terkadang dengan melaporkan pelanggaran, whistleblower menghadapi 

konsekuensi yang berat seperti pembalasan, kehilangan pekerjaan, atau bahkan ancaman 

pembunuhan. Bahkan jika membocorkan informasi adalah tindakan yang tepat secara moral, 

hal itu dapat merusak hubungan antar rekan kerja dan merusak reputasi organisasi 

(Ziółkowska, 2021) 
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BAB 3 

BUDAYA ORGANISASI DAN WHISTLEBLOWING 
SYSTEM 

3.1. PENDAHULUAN 

Budaya organisasi menjadi salah satu faktor penting dalam implementasi Whistleblowing 

System. Kondisi budaya yang baik dapat mendukung whistleblower untuk yakin melaporkan 

pelanggaran yang diketahui karena yakin mendapat jaminan keamanan. Budaya organisasi 

yang baik merupakan bagian tanggungjawab manajemen /pimpinan organisasi untuk 

mengupayakannya dan membentuk segenap peraturan untuk menciptakan budaya organisasi 

yang menguatkan nilai perusahaan . 

Budaya organisasi yang menekankan kepada integritas, kejujuran, keterbukaan akan sangat 

mendukung pengendalian organisasi dalam membasmi kecurangan dan pelanggaran. Sikap 

pimpinan organisasi dari level top management dan middle management yang dapat menjaga 

dan memberikan teladan bersikap dan bertindak dengan jujur, berintegritas dan penuh 

tanggungjawab akan membentuk keyakinan bagi pengawai untuk meneladan nilai-nilai 

tersebut dan akan segera melaporkan Tindakan kecurangan yang ditemuinya /diketahuinya.  

 

3.2. TEORI DASAR PENDUKUNG BUDAYA ORGANISASI 

1. Teori Iklim Etika (Victor & Cullen, 1988) mendefinisikan iklim etika sebagai “persepsi 

yang berlaku tentang praktik dan prosedur organisasi yang khas yang memiliki konten 

etika”. Budaya organisasi dan iklim organisasi keduanya dipelajari dari waktu ke waktu 

melalui proses sosialisasi dan interaksi simbolik di antara anggota sistem sosial (Arnaud 

, 2006). Iklim etika dapat diterapkan dalam penelitian pengungkapan pelanggaran, dan 

Moore & Moore (2014) menemukan bahwa yang menunjukkan bahwa anggota 

organisasi memiliki reaksi yang berbeda terhadap berbagai jenis kesalahan. Iklim utama 

yang dipatuhi oleh auditor internal terbukti lebih menonjol daripada iklim egoisme dan 

kebajikan dalam lingkungan audit internal. Dalam pendidikan tinggi, administrator 

adalah manajer dalam organisasi. Oleh karena itu, keputusan yang mereka buat secara 

langsung memengaruhi persepsi iklim etika yang ada. Administrator harus bekerja untuk 
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membangun iklim etika kebajikan dengan fokus pada kerja tim, tanggung jawab sosial, 

dan kepedulian terhadap kebaikan yang lebih besar.  

 

Menurut penelitian ini, upaya-upaya tersebut dapat menghasilkan karyawan yang lebih 

berkomitmen. Administrator juga dapat menemukan bahwa ketika karyawan mereka 

lebih berkomitmen, tujuan operasional lebih mudah dicapai karena produktivitas yang 

lebih tinggi, peningkatan kreativitas, pergantian karyawan yang lebih rendah, dan 

berkurangnya perilaku menyimpang di tempat kerja (Moore & Moore ,2014) 

5. Victor & Cullen, (1988) mendefinisikan iklim etika sebagai “persepsi yang berlaku 

tentang praktik dan prosedur organisasi yang khas yang memiliki konten etika”. Budaya 

organisasi dan iklim organisasi keduanya dipelajari dari waktu ke waktu melalui proses 

sosialisasi dan interaksi simbolik di antara anggota sistem sosial. Iklim etika dapat 

diterapkan dalam penelitian pengungkapan pelanggaran, dan Moore & Moore (2014) 

menemukan bahwa yang menunjukkan bahwa anggota organisasi memiliki reaksi yang 

berbeda terhadap berbagai jenis kesalahan. Iklim utama yang dipatuhi oleh auditor 

internal terbukti lebih menonjol daripada iklim egoisme dan kebajikan dalam lingkungan 

audit internal.  

Dalam pendidikan tinggi, administrator adalah manajer dalam organisasi. Oleh karena 

itu, keputusan yang mereka buat secara langsung memengaruhi persepsi iklim etika yang 

ada. Administrator harus bekerja untuk membangun iklim etika kebajikan dengan fokus 

pada kerja tim, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap kebaikan yang lebih 

besar. Menurut penelitian ini, upaya tersebut dapat menghasilkan karyawan yang lebih 

berkomitmen. Administrator juga dapat menemukan bahwa ketika karyawan mereka 

lebih berkomitmen, tujuan operasional lebih mudah dicapai karena produktivitas yang 

lebih tinggi, peningkatan kreativitas, pergantian karyawan yang lebih rendah, dan 

penurunan perilaku menyimpang di tempat kerja. 

 

3.3. IKLIM ORGANISASI 

Konsep tentang iklim etika tidak lepas dari konsep iklim organisasi. Schneider (1973) dalam 

Parboteeah, Cullen dan Victor (2003) menjelaskan bahwa iklim organisasi mengacu pada 

seluruh aktivitas operasional organisasi sehubungan dengan perilaku rutin dan tindakan 
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yang diharapkan, didukung dan dihargai oleh anggota organisasi. Denison menjelaskan 

bahwa iklim dalam organisasi berhubungan dengan pikiran, perasaan dan perilaku dari 

anggota organisasi yang dipengaruhi oleh orang-orang yang memiliki kekuatan dan 

pengaruh dalam organisasi sehingga relatif bertahan sementara. Sedangkan budaya dalam 

organisasi merujuk pada situasi yang tertanam kuat karena berakar pada sejarah, dimiliki 

secara kolektif serta cukup kompleks untuk ditolak dan diubah (Denison, 1996). Iklim 

organisasi mencakup beberapa iklim yakni; iklim etika, iklim inovasi, iklim kesehatan dan 

iklim keselamatan kerja. 

Iklim organisasi memiliki kemampuan untuk mempengaruhi anggota organisasi dalam 

proses pengambilan keputusan etis. Penelitian oleh (Chen, et.al, 2017; Brief dan Motowidlo, 

1986) menunjukkan bahwa kemauan untuk melakukan whistleblowing berkaitan erat dengan 

norma dan motif karyawan itu sendiri dalam bekerja. Seorang anggota organisasi akan 

cenderung melakukan whistleblowing karena pengambilan keputusan etis didasarkan pada 

tujuan organisasi. Tujuan organisasi tersebut dapat dicapai dengan cara antara lain 

mengungkap tindakan kecurangan yang dapat merugikan organisasi. Perguruan tinggi 

merupakan lembaga yang harus mampu menciptakan iklim pendidikan yang ideal bagi 

mahasiswa, sehingga nilai-nilai yang diajarkan dapat terinternalisasi dengan baik pada diri 

mahasiswa termasuk nilai-nilai etika, integritas, dan kejujuran. Whistleblowing akan 

dipandang sebagai salah satu cara untuk menyelamatkan orang lain, organisasi, dan nilai-

nilai dalam organisasi itu sendiri. 

 

3.4. IKLIM ETIKA 

iklim etika adalah persepsi bersama tentang perilaku yang benar secara etis dan bagaimana 

masalah etika harus ditangani. Iklim etika ini berasal dari filosofi dan nilai-nilai organisasi 

yang ditetapkan oleh manajemen dan merupakan keseluruhan dari sistem nilai suatu 

organisasi (Trevino et al, 2006). 

iklim etika pun memberi informasi tentang 'etika' atau 'norma etis' suatu organisasi dan 7 

merupakan salah satu dari banyak dimensi yang membentuk iklim kerja dan sebagian 

menangkap dampak proses sosialisasi yang terjadi setelah seorang individu menjadi anggota 

organisasi (Victor dan Cullen, 1988). Iklim etika ini juga dapat terbentuk oleh bagaimana 

individu menghadapi masalah etika seperti pelanggaran kepercayaan dan persepsi tentang 

cara mengatasi pelanggaran tersebut (Babin, 2000). Iklim etika juga berfungsi sebagai lensa 
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“perseptual” yang mendukung manajer dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan 

persoalan sehubungan dengan dilema etika dalam organisasi (Parboteeah, et al, 2003). 

Danison dan Mishra (1995) menyatakan bahwa keterlibatan dan kemampuan beradaptasi 

merupakan indikator fleksibilitas, keterbukaan, dan daya tanggap, dan merupakan prediktor 

pertumbuhan yang kuat. Dua sifat lainnya, konsistensi dan misi, merupakan indikator 

integrasi, arah, dan visi, dan merupakan prediktor profitabilitas yang lebih baik. Masing-

masing dari keempat sifat tersebut juga merupakan prediktor signifikan dari kriteria 

efektivitas lainnya seperti kualitas, kepuasan karyawan, dan kinerja keseluruhan. Hasilnya 

juga menunjukkan bahwa keempat sifat tersebut merupakan prediktor kuat dari kriteria 

efektivitas . 

 

. 

Gambar 3. 1 Model Teoritis Ciri-Ciri Budaya 

Sumber: Daniel & Mishra. 1995 

Gambar 3.1. mengorganisasikan keempat ciri tersebut ke dalam sebuah kerangka kerja yang 

dirancang untuk mengakui dua kontras: kontras antara integrasi internal dan adaptasi 

eksternal dan kontras antara perubahan dan stabilitas. Misalnya, keterlibatan dan konsistensi 

berfokus pada dinamika integrasi internal, sementara misi dan kemampuan beradaptasi 

membahas dinamika adaptasi eksternal. misi atau visi jangka panjang merupakan sifat 

budaya yang akan berhubungan positif dengan efektivitas. udaya dikembangkan saat 

organisasi belajar mengatasi masalah ganda adaptasi eksternal dan integrasi internal. Selain 

itu, keterlibatan dan kemampuan beradaptasi menggambarkan sifat yang terkait dengan 

kapasitas organisasi untuk berubah, sementara konsistensi dan misi lebih mungkin 
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berkontribusi pada kapasitas organisasi untuk tetap stabil dan dapat diprediksi dari waktu ke 

waktu. 

3.5. LINGKUNGAN ORGANISASI  

Manusia adalah makhluk sosial. Mereka bersosialisasi dan bekerja sama satu sama lain 

untuk bertahan hidup. Dalam banyak kesempatan, manusia mengharapkan imbalan atas 

tindakan mereka terhadap orang lain. Timbal balik disarankan untuk memengaruhi 

kecenderungan karyawan individu untuk bertindak demi kepentingan terbaik organisasi, dan 

dengan demikian menjelaskan perilaku whistleblowing di antara karyawan di tempat kerja 

(Hamid et al, 2015). Ceva & Bocchiola (2020) menemukan bahwa dalam organisasi yang 

memberikan dukungan bagi karyawan untuk bertindak benar, karyawan cenderung terlibat 

dalam whistleblowing internal. Organisasi mendukung merangkul karyawan untuk 

mengungkapkan pelanggaran yang terjadi dapat terwujud dalam budaya organisasi yang 

mendorong karyawan untuk berperilaku etis dan tidak menoleransi pelanggaran (Alleyne et 

all, 2013). 

Cay, 2023 menyatakan bahwa Lingkungan merupakan salah satu elemen kunci dalam 

organisasi, karena lingkungan dapat mempengaruhi operasi setiap organisasi. Dalam 

organisasi bisnis terdapat stakeholder yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak 

langsung berhubungan dengan suatu organisasi. manajer merupakan salah satu stakeholder 

tersebut. Sebagai seorang manajer/pimpinan tidak harus hanya memperhatikan lingkungan 

usahanya atau intern saja, namun juga harus bisa mengantisipasi lingkungan di luar 

perusahaan atau ekstern. Setiap organisasi, baik yang berskala besar, menengah, maupun 

kecil, semuanya akan berinteraksi dengan lingkungan. Organisasi yang bisa bertahan adalah 

organisasi yang bisa menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan.  

Lingkungan merupakan kekuatan yang mempengaruhi, baik secara langsung maupun tidak 

terhadap kinerja organisasi. Lingkungan organisasi adalah salah satu faktor dan objek yang 

berinteraksi dan dapat mempengaruhi sebuah organisasi serta juga dapat dipengaruhi oleh 

perilaku yang terjadi di dalam organisasi itu sendiri serta akan mempengaruhi dan 

berdampak pada operasi perusahaan atau organisasi. Setiap organisasi akan berinteraksi 

dengan lingkungan tempatnya beroperasi. Oleh karena lingkungan selalu berubah, maka 

organisasi yang survive adalah organisasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan iii 

lingkungan. Sebaliknya, organisasi akan hancur jika tidak perkembangan ataupun perubahan 

lingkungan di sekitarnya pun tidak diperhatikan. Lingkungan organisasi itu sendiri 
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merupakan suatu kekuatan yang secara langsung ataupun tidak langsung akan 

mempengaruhi kinerja organisas 

3.6. KOMITMEN ORGANISASI  

Komitmen organisasi adalah komitmen afektif, komitmen berkelanjutan, dan komitmen 

normatif (Shaleh, 2018). Seseorang yang memiliki komitmen tinggi terhadap organisasi 

akan lebih memikirkan tujuan dan keberlanjutan organisasinya dibandingkan tujuan 

individu atau kepentingan rekan kerjanya. Komitmen organisasi mencerminkan sejauh mana 

tingkat loyalitas dan perasaan karyawan/anggota terhadap perusahaan atau organisasi. Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh (Alleyne, 2016) menunjukkan bahwa komitmen organisasi 

berpengaruh positif terhadap intensi whistleblowing. Komitmen organisasi muncul sebagai 

bentuk kepercayaan dan kecintaan terhadap lembaga. Pegawai yang memiliki komitmen 

organsiasi yang tinggi apabila mengetahui /menemukan adanya pelanggaran, akan 

melaporkan kepada pihak yang berwajib. Individu yang memiliki komitmen organisasi 

biasanya adalah mereka yang telah lama bekerja di organisasi tersebut, sehingga akan 

berusaha menjaga nama baik organisasi dengan menghindari tindakan-tindakan yang 

melanggar hukum (Sihaloho dan Meiranto, 2019. 

Komitmen organisasional muncul sebagai bentuk kepercayaan dan kecintaan terhadap 

institusi. Dosen yang memiliki komitmen tinggi terhadap institusinya akan selalu berusaha 

agar institusinya tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh institusi 

tersebut. Apabila ditemukan adanya pelanggaran, akan melaporkan kepada pihak yang 

berwajib. Individu yang memiliki komitmen organisasional biasanya adalah mereka yang 

telah lama bekerja di organisasi tersebut, sehingga akan berusaha menjaga nama baik 

organisasi dengan cara menghindari tindakan-tindakan yang melanggar hukum (Sihaloho 

dan Meiranto, 2019).  

3.7. DUKUNGAN ORGANISASI  

Ceva & Bocchiola, (2020) menemukan bahwa dalam organisasi yang memberikan 

dukungan kepada karyawan untuk bertindak dengan benar, karyawan memiliki 

kecenderungan untuk terlibat dalam pengungkapan pelanggaran internal. Karyawan 

biasanya menikmati beberapa Perlindungan meskipun sifat pastinya sangat bervariasi 

tergantung pada hukum yang berlaku (Callahan dan Dworkin, 2008). Pratolo et al (2020) 

menemukan bahwa dukungan organisasi berpengaruh pada niat untuk mengungkapkan 

penipuan. Penerapan sistem whistleblowing di semua lembaga memerlukan dukungan dari 
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semua komponen organisasi. Selama ini lembaga pendidikan dianggap sebagai lembaga 

yang terbebas dari kecurangan, namun pada kenyataannya di perguruan tinggi banyak 

ditemukan kasus korupsi dan pelanggaran etika.  

3.8. STATUS PELAKU KECURANGAN 

Status orang yang melakukan kecurangan atau perbuatan melawan hukum mempengaruhi 

kecenderungan whistleblower untuk melaporkan pelanggaran. Kecurangan yang dilakukan 

oleh anggota organisasi yang lebih tinggi, seperti manajemen puncak, tidak mudah 

dihentikan melalui pemecatan (Ceva & Bocchiola, 2020). Hal ini sesuai dengan pendapat 

(Brief dan Motowidlo, 1986) yang berpendapat bahwa anggota organisasi yang menjadi 

penerima manfaat dari pelanggaran atau anggota organisasi yang menjadi korban 

kecurangan akan memberikan reaksinya kepada whistleblower. Near et al. (2004) 

menyatakan bahwa kemungkinan pengungkapan kecurangan organisasi menurun ketika 

status pelaku kecurangan berada pada level atas. Pelaku kecurangan yang berada pada level 

atas memiliki kekuasaan dalam organisasi, whistleblower dapat memperoleh pembalasan 

ketika mengejar pelaku kecurangan. Status manipulator mempengaruhi ketika manipulasi 

terungkap. Hal ini juga terjadi di perguruan tinggi. Jabatan yang dimiliki oleh pelaku 

manipulasi semakin tinggi, keleluasaan untuk menutupi manipulasi tersebut juga semakin 

tinggi. Kewenangan yang dimilikinya disalahgunakan untuk menutupi pelanggaran yang 

dilakukan, hal inilah yang menyebabkan anggota civitas akademika yang mengetahui 

adanya manipulasi menjadi enggan untuk melapor karena merasa yakin tidak akan 

ditindaklanjuti bahkan terancam eksistensinya dalam organisasi. Berdasarkan penjelasan 

tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

3.9. LOCUS OF CONTROL 

Locus of control merupakan keyakinan individu tentang apakah hasil dari tindakan yang 

dilakukannya bergantung pada apa yang dilakukannya. Konsep dasar Locus of control 

internal merupakan hasil dari tindakan seseorang yang disebabkan oleh kemampuannya 

sendiri (Zalmi et.al, 2019). Dengan memiliki Locus of control internal, individu merasa 

mampu mengendalikan apa yang terjadi di sekitarnya. Ketika melihat adanya tindakan ilegal 

yang terjadi di dalam organisasi, individu merasa mampu mengendalikan situasi tersebut.  

Locus of control merupakan keyakinan individu terhadap hasil suatu tindakan tergantung 

pada apa yang dilakukannya. Locus of control memiliki dua aspek, yaitu Locus of control 

internal dan eksternal. Locus of control internal mengacu pada kepercayaan diri individu 
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terhadap kemampuan untuk mengendalikan nasibnya sendiri. Individu dengan Locus of 

control internal percaya bahwa kejadian apa pun yang terjadi dalam hidupnya, baik 

keberhasilan maupun kegagalan, ditentukan oleh kemampuan dan usahanya sendiri, 

sedangkan Locus of control eksternal percaya bahwa keberhasilan atau kegagalan dalam 

hidup ditentukan oleh pihak/kondisi di luar diri seseorang. (Kreitner , 2010).  

Terkait dengan tindakan whistleblower, individu dengan Locus of control internal akan 

melaporkan ketika mereka menemukan berbagai pelanggaran, atau bahkan menerima 

perilaku tidak etis dan pelanggaran aturan. Individu dengan Locus of control internal dapat 

mengendalikan apa yang terjadi di sekitarnya (Hardi et al., 2020; Joneta, 2016) 

3.10. PELINDUNGAN HUKUM 

hukum diciptakan untuk mengintegrasikan dan mengatur serta mengkoordinasikan 

kepentingan masyarakat, Perlindungan terhadap kepentingan pihak tertentu dapat dilakukan 

dengan memberikan pembatasan atau berupaya memberikan perlakuan khusus terhadap 

berbagai kepentingan pihak lain (Oelrich & Erlebach, 2010). Pelindungan terhadap 

whistleblower merupakan bagian integral dari upaya mempromosikan transparansi, 

mempromosikan integritas, dan mendeteksi pelanggaran. Kasus-kasus sebelumnya 

menunjukkan bahwa korupsi, penipuan, dan kesalahan, serta pelanggaran kesehatan dan 

keselamatan, jauh lebih mungkin terjadi pada organisasi tertutup (OECD, 2016).  

Hasil penelitian (Ikbal, 2017) menunjukkan bahwa ketika perlakuan diberikan pada model 

eksperimen dengan memberikan jaminan Perlindungan bagi pelapor, tampak ada pengaruh 

yang signifikan terhadap kuatnya niat individu untuk melakukan whistleblowing. Shonhadji 

(2022) menyatakan bahwa whistleblowing rentan terhadap risiko dan dilema etika dalam 

praktiknya. 

3.11. HASIL-HASIL PENELITIAN 

1. Hastuti et al, 2022 melakukan penelitian dengan tema The Driven Factor of 

Whistlelower’s Intention Using Whistleblowing Systems. memberikan implikasi bagi 

pimpinan perguruan tinggi dan pendiri perguruan tinggi agar dalam proses perancangan 

sistem pelaporan pelanggarannya, sebaiknya mempertimbangkan Perlindungan hukum 

bagi pelapor pelanggaran, sehingga tercipta rasa aman bagi pelapor tindak pidana 

penipuan di lingkungan kampus. Selain itu, juga menjunjung tinggi nilai-nilai 
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organisasi untuk menjaga integritas dan menindak pelaku tindak pidana penipuan tanpa 

diskriminasi (Hastuti et al, 2022) 

2. Hastuti et al, 2023 dengan tema penelitian tentang factor yang menjadi pendorong 

whistleblowing pada perguruan tinggi dengan responden dosen, tendik dan mahasiswa 

menemukan bahwa kepribadian yang diproksikan oleh persepsi biaya pelaporan dan 

Locus of control internal tidak berpengaruh terhadap intensi whistleblowing. Dosen 

beranggapan bahwa menjadi whistleblower tidak selalu dipilih sebagai langkah yang 

tepat ketika terjadi pelanggaran, baik akademis maupun sosial. Keyakinan dosen 

tentang apakah mereka dapat mengendalikan peristiwa yang memengaruhi mereka 

merupakan faktor penentu seseorang untuk melakukan whistleblowing. Temuan 

penelitian menunjukkan bahwa kepribadian yang diproksikan oleh persepsi biaya 

pelaporan dan Locus of control internal tidak berpengaruh terhadap intensi 

whistleblowing. Persepsi lingkungan organisasi yang diproksikan oleh komitmen 

organisasi, dukungan organisasi, dan persepsi sistem pengendalian internal tidak 

berpengaruh terhadap intensi whistleblowing. Namun, iklim organisasi memiliki efek 

positif terhadap intensi whistleblowing. 

 Dosen tidak ingin menjadi whistleblower karena tidak ada Perlindungan terhadap 

kesejahteraan mereka. Mereka akan membuang-buang waktu dan energi mereka ketika 

harus memberikan testimonial. Sebaliknya, kampus pada umumnya menjalankan 

kegiatan pengendalian dengan baik untuk menjaga mutu pembelajaran. Mekanisme 

pengendalian memastikan perilaku dosen dan mahasiswa sesuai dengan etika yang 

dipegangnya, sehingga tidak perlu adanya whistleblower. Karakteristik pelanggaran 

yang diproksikan dengan persepsi status pelanggaran tidak berpengaruh terhadap 

intensi whistleblowing tetapi keseriusan pelanggaran berpengaruh positif terhadap 

intensi whistleblowing. Akhir-akhir ini, intensi untuk melaporkan pelanggaran berat 

meningkat di institusi pendidikan.  

Aturan kinerja dosen yang mengikat dalam hal pengajaran, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sering kali mendorong dosen untuk melakukan pelanggaran 

akademik. Berbagai hasil penelitian ini mendukung teori perilaku terencana. Perilaku 

individu muncul karena adanya intensi individu untuk berperilaku. Intensi individu 

disebabkan oleh beberapa faktor internal dan eksternal individu Penelitian ini 

memberikan kontribusi bagi manajemen pendidikan tinggi sehingga dapat menciptakan 

iklim yang kondusif untuk menciptakan nilai-nilai perusahaan dan komitmen terhadap 

kebenaran. Organisasi dapat memberikan Perlindungan hukum bagi karyawan yang 
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ingin menyampaikan kebenaran, sehingga organisasi dapat meminimalkan terjadinya 

kecurangan 
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BAB 4 

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL 

4.1. PENDAHULUAN 

Organisasi digerakkan oleh sekumpulan orang yang mempunyai visi, misi dan tujuan yang 

sama. Berdasarkan tujuannya organisasi dapat dibedakan menjadi organisasi yang mencari 

keuntungan dan organisasi non-profit (Alouw ET AL, 2022). Definisi organisasi non profit 

berdasarkan PSAK No.45 adalah organisasi yang sumber dayanya berasal dari sumbangan 

penyumbang yang tidak mengharapkan laba atau keuntungan yang sebanding dengan 

sumber daya yang mereka dikorbankan. Namun perkembangan selanjutnya, organisasi ini 

menerima hasil pendapatan jasa yang diberikan publik atau dari kegiatan investasi. 

Organisasi tersebut mampu menghasilkan barang dan jasa tanpa bertujuan untuk menuntut 

laba atau keuntungan.  

Sistem pengendalian internal yang ada di perusahaan merupakan salah satu aspek yang akan 

mempengaruhi kepercayaan karyawan. Mereka percaya bahwa etika dan kebijakan dibuat 

untuk membuat organisasi berjalan secara efektif dan efisien. Karyawan juga percaya bahwa 

kesejahteraan mereka akan terjamin karena adanya Perlindungan terhadap aset perusahaan. 

Karyawan juga merasa aman karena hak-hak mereka terlindungi dengan baik, dan pada 

gilirannya hal ini akan mendorong kepercayaan terhadap institusi. Keyakinan ini akan 

meningkatkan kemauan karyawan untuk melaporkan insiden yang merugikan institusi. 

Dalam penelitian lain, Nawawi dan Salin (2016) menemukan bahwa sistem pengendalian 

internal berpengaruh terhadap pelaporan kecurangan. Sistem pengendalian internal di 

universitas dijalankan oleh suatu institusi di bawah koordinasi langsung oleh rektor. Posisi 

ini menempatkan lembaga pengendalian internal dalam mengendalikan semua ruang 

lingkup institusi yang akan memperkuat dan mendukung sistem whistleblowing berjalan 

dengan baik, dan niat whistleblowing dapat dilindungi. Hal ini dilakukan untuk menghindari 

kesalahan dan kecurangan di lingkungan institusi karena mereka dapat saling mengontrol 

(Koshabi, 2017).  
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4.2. PENGERTIAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL  

Istilah pengendalian muncul kali pertama dalam kamus Bahasa Inggris sekitar tahun 1.600 

dengan kata control yang berarti mengendalikan, COSO (2013) dalam laporan Internal 

Control-Integrated Framework mendefinisikan pengendalian internal sebagai berikut: 

A process, effected by an entitty’s board of directors, management, and other personnel, 

designed to provide reasonable assurance regarding the achivement of objectives relating 

to operations, reporting, and compliance. 

Sistem pengendalian internal merupakan suatu proses, yang dirancang dan dilaksanakan 

oleh dewan, manajemen, dan pegawai untuk memberikan kepastian yang memadai dalam 

mencapai objektivitas yang berkaitan dengan operasi, pelaporan, dan kepatuhan. COSO 

membangun kerangka kerja untuk sistem pengendalianinternal yang terdiri atas lima 

komponen. Kelima komponen tersebut adalah lingkungan pengendalian, penilaian risiko, 

aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pengawasan. 

Pengendalian internal digambarkan sebagai kebijakan dan prosedur yang ditetapkan 

memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan entitas tertentu akan tercapai. Hal tersebut 

risiko yang melingkupi organisasi tersebut sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. dapat 

untuk mudah Pencegahan penanggulangannya. merupakan proses yang dipengaruhi oleh 

dewan direksi organisasi, manajemen dan personel lainnya (COSO, 2013). 

CPA Australia menjelaskan pengendalian internal adalah sistem kebijakan dan prosedur 

yang melindungi aset, memastikan pelaporan keuangan yang akurat dan dapat diandalkan, 

mendorong kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, serta mencapai operasi yang efektif 

dan efisien. Sistem ini tidak hanya terkait dengan akuntansi dan pelaporan, tetapi juga 

mencakup proses komunikasi baik secara internal maupun eksternal, manajemen staf, dan 

penanganan kesalahan. Pengendalian internal yang baik mencakup prosedur untuk:  

a. Menangani dana yang diterima dan dibelanjakan oleh organisasi 

b. Menyiapkan pelaporan keuangan yang tepat dan tepat waktu kepada anggota dewan 

dan manajemen senior  

c. Melakukan audit tahunan atas laporan keuangan organisasi  

d. Mengevaluasi kinerja organisasi  

e. Mengevaluasi staf dan program  

f. Memelihara catatan inventaris properti  

g. Menerapkan kebijakan personel dan konflik kepentingan  
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4.3. SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL SESUAI COSO 

Penerapan desain sistem pengendalian internal berdasarkan COSO beragam, ada yang untuk 

Perusahaan berorientasi laba, untuk small entities dan untuk perusahaan nirlaba. Secara 

umum komponen sistem pengendalian internal menurut COSO untuk Perusahaan besar 

meliputi 

1. Komponen Lingkungan Pengendalian  

Komponen lingkungan pengendalian merupakan komponen dasar dari pengendalian 

internal COSO. Framework. Komponen lingkungan pengendalian adalah landasan 

dari komponen pengendalian internal. COSO membagi unsur lingkungan 

pengendalian menjadi tujuh prinsip, yaitu (1) integritas dan nilai-nilai etika, (2) 

filosofi manajemen dan gaya operasi, (3) struktur organisasi, (4) wewenang dan 

tanggung jawab, (5) sumber daya manusia, (6) parameter parameter tugas dan 

tanggung jawab, dan (7) komitmen terhadap kompetensi pelaporan keuangan.  

2. Komponen Penilaian Risiko  

Penilaian risiko merupakan komponen pengendalian internal yang kedua di dalam 

kerangka COSO Framework. Komponen penilaian risiko merupakan bagian inti dari 

suatu organisasi perusahaan, komponen ini berperan penting dalam mencegah risiko 

kerugian selama kegiatan perusahaan berlangsung. COSO membagi unsur penilaian 

risiko menjadi tiga prinsip di antaranya, (1) pelaporan keuangan yang objektif, (2) 

penilaian risiko, dan (3) identifikasi dan analisis risiko pelaporan keuangan.  

3. Komponen Aktivitas Pengendalian  

Aktivitas pengendalian merupakan komponen pengendalian internal yang ketiga di 

dalam kerangka COSO Framework. COSO membagi unsur aktivitas pengendalian 

menjadi 4 prinsip, yaitu (1) pemilihan dan pengembangan aktivitas pengendalian , 

(2) teknologi informasi, (3) identifikasi dan analisis risiko pelaporan keuangan, dan 

(4) elemen-elemen aktivitas pengendalian.  

4. Komponen Informasi dan komunikasi 

 Informasi dan komunikasi merupakan komponen pengendalian internal yang 

keempat di dalam kerangka COSO Framework. Informasi dibutuhkan perusahaan 

dalam menjalankan pengendalian internalnya guna mencapai tujuan perusahaan. 

COSO membagi unsur informasi dan komunikasi menjadi enam prinsip, yaitu (1) 

komunikasi informasi yang diperlukan, (2) komunikasi manajemen, (3) komunikasi 
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upstream, (4) komunikasi board, (5) komunikasi dengan pihak luar, dan (6) 

pengendalian informasi. 

5. Komponen Pemantauan Kegiatan  

Komponen kegiatan pemantauan COSO Framework, COSO membagi unsur 

pengawasan menjadi tiga prinsip yaitu (1) pemantauan sedang berjalan, (2) 

melaporkan kekeurang (deficiency), dan (3) evaluasi terpisah.  

 

4.4. KOMPONEN COSO UNTUK PERUSAHAAN KECIL  

COSO (2013) menyatakan bahwa penerapan pengendalian internal untuk usaha kecil dan 

menengah berbeda dengan usaha besar. System pengendalian internal untuk UKM, 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Lingkungan pengendalian  

Lingkungan pengendalian merupakan tanggungjawab manajemen untuk Menyusun 

dan menetapkan dalam organisasi. Pada perusahaan kecil, tindakan manajemen 

menjadi bagian tata Kelola dan pengendalian yang harus dinyatakan dalam 

pengelolaan Perusahaan. Manajemen menjadi sentral yang menentukan keberhasilan 

pengendalian organisasi . 

2. Penilaian risiko  

Dalam menentukan pengendalian yang diperlukan, perusahaan harus 

mempertimbangkan risiko dan kemudian mengidentifikasi pengendalian yang 

diperlukan untuk mengurangi risiko tersebut,Pengaksiran risiko ini menjasi bagian 

penting bagi UKM dan organisasi nirlaba, yang selama ini belum pernah dijalankan 

oleh pimpinan karena lebih berfokus kepada kontinuitas usaha dan pencapaian laba. 

Pimpinan perlu menyadari bahwa risiko usaha siap mengancam dalam setiap 

kegiatan organisasi. Penaksiran risiko menjadi penting untuk menyiapkan strategi 

mencegah risiko terjadi dan mengantisipasi risiko yang mungkin akan terjadi. 

3. Aktivitas pengendalian 

Aktivitas pengendalian perlu diformalkan mulai dari tingkat bawah organisasinya.. 

Hal ini diperlukan agar semua orang mengerti tanggung jawab mereka, bagaimana 

pengendalian berjalan dan pentingnya proses tersebut.  

4. Informasi dan komunikasi 
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Informasi dan Komunikasi dapat menjadi penunjang untuk pengendalian yang 

efektif. Bisnis kecil dapat mengambil keuntungan dari teknologi informasi untuk 

melakukan pengendalian menjadi lebih efektif. Dengan menggunakan teknologi 

informasi dapat menjadi keunggulan kompetitif organisasi untuk meraih 

keberhasilan dan keberlanjutannya  

5. Pemantauan aktivitas  

Pemantauan aktivitas dapat dilakukan dalam berbagai bentuk di perusahaan kecil. 

Pemantauan oleh eksekutif yang memiliki pengetahuan langsung dan eksplisit 

mengenai kegiatan bisnis perusahaan. Pemantauan ini sering bergantung terhadap 

manajemen di perusahaan kecil.  

6. Peran dan tanggungjawab 

Peran dan tanggungjawab karyawan harus memahami tujuan terkait dengan 

pelaporan keuangan, risiko, dan tanggung jawab pribadi untuk pengendalian 

perusahaan. Perusahaan kecil dapat menerapkan prosedur yang efektif sehingga 

ketika karyawan menemukan pengendalian yang bermasalah atau penyimpangan 

dari seharusnya, mereka yang dapat melaporkan temuan-temuan ini kepada yang 

berwenang, sebelum isu tersebut berpengaruh negatif terhadap perusahaan dan 

struktur yang memandu orang di berbagai tingkatan dalam melaksanakan tanggung 

jawab mereka untuk melakukan kontrol internal dan membuat keputusan mengejar 

tujuan perusahaan.  

Sistem pengendalian internal memiliki peran dalam upaya pencegahan kecurangan. Menurut 

Doyle et al. (2007) menyatakan bahwa perusahaan kecil, muda, lemah secara keuangan, 

kompleks, bertumbuh dengan cepat, dan atau sedang dalam restrukturisasi cenderung 

memiliki kelemahan material pada pengendalian internalnya. Setiap organisasi menghadapi 

risiko yang berbeda-beda. Risiko tersebut bergantung pada karakteristik industri masing-

masing. 

 

4.5. KOMPONEN COSO UNTUK ORGANISASI NIRLABA 

Nation council of nonprofit menjelaskan bahwa pengendalian internal adalah praktik 

manajemen keuangan yang digunakan secara sistematis untuk mencegah penyalahgunaan 

dan penyalahgunaan aset, seperti yang terjadi melalui pencurian atau penggelapan. 

Pengendalian internal umumnya dijelaskan dalam kebijakan tertulis yang menetapkan 
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prosedur yang akan diikuti oleh lembaga nirlaba, serta siapa yang bertanggung jawab. 

Tujuan pengendalian internal adalah untuk menciptakan praktik bisnis yang berfungsi 

sebagai "pengecekan dan keseimbangan" pada staf (dan terkadang anggota dewan) dan/atau 

vendor luar, untuk mengurangi risiko penyalahgunaan dana/aset.  

Contoh pengendalian internal dasar adalah kebijakan yang mengharuskan dua tanda tangan 

pada cek. Praktik bisnis ini dirancang untuk mencegah satu orang memiliki wewenang 

tunggal untuk menulis cek atas nama lembaga nirlaba. Beberapa Kebijakan untuk mengunci 

pintu kantor saat tidak ada yang mengawasi pintu masuk. Kebijakan ini dirancang untuk 

meminimalkan risiko pencurian komputer dan untuk mencabut, mengambil, dan membawa 

pergi beberapa aset nirlaba yang paling berharga. Contoh lain dari kebijakan pengendalian 

internal 

1. Kebijakan “pemisahan tugas” yang mengharuskan orang yang mencatat cek yang 

diterima melalui pos bukan orang yang bertanggung jawab untuk menyetorkan cek. 

2. Orang yang sama tidak boleh menyiapkan daftar gaji, dan juga mendistribusikan atau 

menyimpan cek gaji.  

3. Tinjauan berkala oleh orang yang objektif terhadap daftar semua vendor yang 

menerima biaya/cek dari lembaga nirlaba (karena skema umum melibatkan 

pembuatan vendor fiktif).  

4. Kebijakan untuk menyimpan semua uang tunai di laci terkunci dan menyetorkan 

uang tunai dan cek di bank, segera setelah diterima.  

5. Kebijakan untuk melakukan pemeriksaan latar belakang karyawan yang menangani 

uang, sebelum dipekerjakan dan secara berkala selama masa kerja.  

4.6. TUJUAN IMPLEENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL BAGI 

NON-PROFIT ORGANISASI 

CPA Australia menjelaskan bahwa prioritas utama bagi lembaga nirlaba adalah 

menerapkan setidaknya kontrol internal dasar yang membahas siapa yang memiliki 

akses ke rekening bank lembaga nirlaba, dan siapa yang berwenang untuk 

membelanjakan uang atas nama lembaga nirlaba, baik melalui cek, uang tunai, kartu 

kredit, atau cara lain. Sebagian besar kontrol internal adalah akal sehat – tetapi tidak 

semua yang dijelaskan dalam sumber daya di bawah ini mungkin masuk akal bagi 

lembaga nirlaba.  
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Penerapan dan pemantauan sistem pengendalian internal yang efektif membantu 

memastikan bahwa organisasi nirlaba adalah untuk memenuhi tujuannya, seperti 

memberikan layanan kepada masyarakat secara profesional, sekaligus memanfaatkan 

sumber daya secara efisien dan meminimalkan risiko penipuan, salah urus, atau 

kesalahan. Pengendalian internal yang baik akan: 

1. Membantu menyelaraskan kinerja organisasi dengan tujuan keseluruhan – melalui 

pemantauan berkelanjutan terhadap kinerja dan kegiatan yang dilakukan oleh 

organisasi nirlaba. 

2. Mendorong manajemen yang baik – memungkinkan manajemen menerima 

informasi yang tepat waktu dan relevan tentang kinerja terhadap target, serta angka-

angka penting yang dapat menunjukkan penyimpangan dari target. 

3. Memastikan pelaporan keuangan yang tepat – menjaga laporan yang akurat dan 

lengkap yang dipersyaratkan oleh undang-undang dan manajemen, dan 

meminimalkan waktu yang hilang untuk mengoreksi kesalahan dan memastikan 

sumber daya dialokasikan dengan benar dan efisien. 

4. Menjaga aset – memastikan aset fisik, kekayaan intelektual, dan aset moneter 

organisasi dilindungi dari penipuan, pencurian, dan kesalahan. 

5. Mencegah dan mendeteksi penipuan dan kesalahan – memastikan sistem dengan 

cepat mengidentifikasi kesalahan dan penipuan jika dan ketika terjadi. 

6. Mengurangi paparan risiko – meminimalkan kemungkinan kejadian yang tidak 

terduga 

 

4.7. PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL 

Menerapkan pengendalian internal 

Setelah organisasi mengidentifikasi dan menilai area risiko utama, maka penting untuk 

mengembangkan kebijakan dan prosedur pengendalian internal guna mengelola risiko 

tersebut. Kebijakan dan prosedur ini harus mudah diakses oleh semua pemangku 

kepentingan utama dan menjadi sumber referensi utama untuk menyelesaikan pertanyaan 

operasional dan prosedural. 

Dalam organisasi nirlaba, sistem pengendalian internal yang baik memerlukan: 

1. Staf dan relawan yang kompeten, andal, dan beretika 
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2. Kebijakan yang terdokumentasi dengan baik 

3. Penugasan tanggung jawab 

4. Proses otorisasi yang tepat 

5. Pengawasan terhadap karyawan dan relawan 

6. Pemisahan tugas antara tata kelola dewan dari operasional, operasional dari 

akuntansi dan penyimpanan aset dari akuntansi 

7. Aaudit internal dan eksternal 

8. dokumen dan catatan 

9. catatan elektronik. 

Keterbatasan internal control bagi organisasi nirlaba menjadi perhatian utama. Diakui bahwa 

banyak organisasi nirlaba kekurangan sumber daya dan, terkadang, ada kebutuhan bagi 

setiap orang dalam organisasi untuk berkontribusi pada tugas tertentu guna menyelesaikan 

pekerjaan. Dari perspektif tata kelola, ini sering kali berarti bahwa direktur beralih dari peran 

pengawasan ke peran operasional. Meskipun ini pragmatis dan menyelesaikan pekerjaan, 

dalam keadaan ini direktur yang berlaku harus secara sadar menyadari bahwa mereka berada 

dalam peran operasional yang melapor kepada seorang eksekutif untuk waktu saat mereka 

menyelesaikan tugas tertentu. Demikian pula, meskipun semua peran harus memiliki 

definisi dan batasan yang jelas, terkadang orang yang sama mengisi beberapa atau semua 

peran ini. Ini harus diakui secara sadar sehingga definisi peran tetap jelas, bahkan jika orang 

yang sama memenuhi berbagai tugas. 

Daftar periksa pengendalian internal harus dimiliki oleh organisasi nirlaba, dan sebaiknya 

menjadi kekuatan utama untuk diterapkan dalam organisasi. Aktivitas pengendalian internal 

secara umum mencakup persetujuan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, tinjauan 

kinerja,keamanan aset, pemisahan tugas, dan pengendalian atas sistem informasi. Pada 

dasarnya aktivitas pengendalian akan membantu dalammencegah, menangkal, dan 

mengungkapkan kejadian risiko dalam organisasi. 

Aktivitas pengendalian harus dilaksanakan dengan cermat dan konsisten, dengan 

mempertimbangkan lingkungan pengendalian, hasil penilaian risiko, dan tentu saja, dengan 

memperhatikan sumber daya yang tersedia bagi organisasi. Penerapan pengendalian internal 

harus menjadi bagian dari program perbaikan berkelanjutan dari setiap organisasi nirlaba. 

Diagram penilaian risiko berikut dapat membantu dalam penerapan proses perbaikan 

berkelanjutan untuk penilaian pengendalian internal dalam organisasi. 
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Gambar 4. 1. diagram penilaian risiko 
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BAB 5 

PELINDUNGAN HUKUM BAGI WHISTLEBLOWER 

5.1.  PENDAHULUAN 

Whistleblower memang menjadi elemen penting dalam pengungkapan kasus-kasus 

korupsi yang tersembunyi. Keberadaan seseorang yang berada dalam satu organisasi dan 

mengetahui lalu menentang perilaku koruptif di organisasi atau lembaga tersebut dan 

melaporkannya ke aparat berwenang, sering bernilai emas dalam mengungkap kasus 

korupsi. Hanya saja, memang dalam kaitan ini diperlukan adanya pengaturan khusus 

soal apa dan siapa whistleblower itu dan bagaimana seseorang bisa memenuhi syarat 

menjadi whistleblower. 

 

5.2. POSISI WHISTLEBLOWER 

Organisation for Economic Co-operation and Development menjelaskan tentang upaya 

mendorong karyawan untuk melaporkan kesalahan ("atau meniup peluit"), dan 

melindungi mereka ketika mereka melakukannya, adalah bagian penting dari 

pencegahan korupsi baik di sektor publik dan swasta. Karyawan biasanya yang pertama 

kesalahan di tempat kerja, sehingga memberdayakan mereka untuk berbicara tanpa rasa 

takut akan pembalasan dapat membantu pihak berwenang untuk mendeteksi dan 

mencegah pelanggaran.  

Di sektor publik, melindungi whistleblower dapat mempermudah mendeteksi suap pasif, 

penyalahgunaan dana publik, pemborosan, penipuan dan bentuk-bentuk korupsi lainnya. 

Di sektor swasta, ini membantu pihak berwenang mengidentifikasi kasus-kasus suap 

aktif dan tindakan korup lainnya yang dilakukan oleh perusahaan, dan juga membantu 

bisnis mencegah dan mendeteksi suap dalam transaksi komersial. Pelindungan 

Whistleblower dengan demikian penting untuk menjaga kepentingan publik dan untuk 

mempromosikan budaya akuntabilitas dan integritas publik. 

Aryana (2019) menjelaskan keterlibatan masyarakat dalam mengungkap kasus korupsi 

sesuai dengan sistem demokrasi yang memberikan kebebasan yang bertanggung jawab 

dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Robert A. Dahl 
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mengetengahkan bahwa dalam sistem demokrasi paling tidak ditunjukkan oleh lima 

prinsip yakni:  

1. Adanya prinsip hak dan yang tidak diperbedakan antara rakyat yang satu dengan 

yang lainnya;  

2. Adanya partisipasi efektif yang menunjukkan adanya proses dan kesempatan yang 

sama bagi rakyat untuk mengekspresikan preferensinya dalam keputusan-keputusan 

yang diambil;  

3. Adanya pengertian yang menunjukkan bahwa rakyat mengerti dan paham terhadap 

keputusan-keputusan yang diambil Negara, tidak terkecuali birokrasi;  

4. Adanya kontrol akhir yang diagendakan oleh rakyat, yang menunjukkan bahwa 

rakyat mempunyai kesempatan istimewa untuk membuat keputusan dan dilakukan 

melalui proses politik yang dapat diterima dan memuaskan berbagai pihak.  

5. Adanya inclusiveness yakni suatu petanda yang menunjukkan bahwa yang berdaulat 

adalah seluruh rakyat. 

Pelindungan terhadap whistleblower merupakan implementasi terhadap budaya 

demokrasi dimana masyarakat berani membuka suara dan berkontribusia terhadap 

penanggulangan korupsi. Di berbagai negara telah memiliki pengaturan mengenai 

Perlindungan whistleblower. Pelindungan tersebut berupa kebijakan negara untuk 

menghalangi pihak-pihak yang mengancam whistleblower, melakukan tuntutan hukum, 

dan jenjang kariernya. 

 

5.3. PERAN WHISTLEBLOWER DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI 

Pratama dan Sebyar (2024) menyatakan bahwa melakukan pemberantasan korupsi dapat 

dikatakan sebagai bagian dari sebuah arah pembangunan hukum yang mana diarahkan guna 

mengeliminasi kemungkinan-kemungkinan terjadinya suatu tindak pidana korupsi dan 

melakukan penanganan secara tuntas dalam perkara yang berkaitan dengan kolusi, korupsi 

dan nepotisme. Adanya Fenomena korupsi yang dipandang sangat luar biasa ini 

memunculkan suatu mosi tidak percaya dari publik kepada sistem peradilan pidana dan 

hukum di Indonesia. Korupsi telah mengakibatkan rusaknya perekonomian secara 

menyeluruh dan menjelma sebagai sebuah ancaman yang besar. Dari masa ke masa 

perkembangan korupsi cukup mengkhawatirkan, hal ini dapat dilihat dari total kasus-kasus 

yang terjadi, ataupun besar kecilnya kerugian yang ditanggung oleh negara. 
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Korupsi pada umumnya dilakukan dengan terorganisir, sehingga pada beberapa kasus tindak 

pidana korupsi ini susah untuk dilakukan pembuktian. Oleh karenanya dibutuhkan peran 

vital seorang whistleblower (saksi pelapor) sebagai saksi untuk mengungkapkan fakta-fakta 

dalam kasus tindak pidana korupsi. Whistleblower (saksi pelapor) didefinisikan sebagai 

orang yang melaporkan sebuah perbuatan yang memiliki indikasi kearah tindakan korupsi 

yang terjadi ditempatnya bekerja, serta mempunyai akses terhadap informasi yang 

mendukung kesaksian yang ia nyatakan (Pratama & Budiarsih, 2023). Saksi dianggap 

mempunyai peran yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, salah 

satunya whistleblower (saksi pelapor). Mengingat sulitnya institusi penegak hukum 

melakukan langkah pemberantasan korupsi, maka peran vital dari whistleblower (saksi 

pelapor) teramat sangat diperlukan (Mulyadi, 2015). 

Sulitnya memberantas korupsi dewasa ini telah menjadi tantangan tersendiri bagi aparat 

penegak hukum. Korupsi yang pada awalnya adalah tindakan individu, kemudian berevolusi 

menjadi tindakan-tindakan yang terorganisir, terstruktur dan masif (Yadi & Lesmana, 2022). 

Adapun contoh nyata korupsi yang dilakukan secara terorganisir dan yang sedang ramai 

diperbincangkan oleh masyarakat saat ini ialah kasus korupsi PT. Timah Tbk., yang 

melibatkan banyak pihak dan berbagai tokoh terkenal yang mengakibatkan kerugian negara 

sebesar 271 triliun rupiah. Tindakan pemberantasan ini dipersulit lagi dengan adanya 

keterlibatan pejabat pejabat penting yang mana memiliki jaringan yang luas dengan berbagai 

pihak sehingga nantinya akan mempengaruhi proses penegakan hukum. Korupsi menjelma 

sebagai sebuah virus mematikan yang merusak sistem ekonomi, politik, hukum, sosial dan 

budaya serta moral dari sebuah negara. Demi terwujudnya keberhasilan untuk melakukan 

pemberantasan terhadap korupsi, institusi penegak hukum di Indonesia haruslah 

memperhatikan serta melindungi saksi dan/ atau pelapor dari tindak pidana korupsi. 

Dikarenakan hal ini adalah salah satu cara guna mencapai sebuah kesuksesan dalam usaha 

memberantas korupsi dipengaruhi adanya para saksi pemberani yang mengungkapkan fakta 

mengenai sebuah kebenaran. 

 

5.4. PELINDUNGAN HUKUM BAGI WHISTLEBLOWER 

Soerjono Sukanto mengatakan bahwasanya dengan memperhatikan sifat-sifat dasar dari 

hukum dan mengenai bagaimana hukum berjalan di dalam masyarakat, menyimpulkan 

bahwasanya ada tiga unsur-unsur pokok yang dapat dijadikan penentu dalam penegakan 



38 - Implementasi Whistleblowing System di Institusi Pendidikan 

hukum (Bambang Waluyo, 2014). Pertama, perihal substansi diartikan sebagai keserasian 

dalam peraturan perundang-undangan dengan relevansinya untuk diterapkan dan kenyataan 

hidup di dalam masyarakat. Kedua, yakni struktur yang meliputi terpenuhinya insfrastruktur 

dalam penegakan hukum yang mendukung sekaligus memadai, berkualitas, kompeten, serta 

berpihak kepada nilai keadilan sosial. Ketiga, yakni budaya hukum yang meliputi kebiasaan 

serta pola prilaku dalam masyarakat yang mana sejalan sesuai norma-norma hukum 

(Waluyo, 2014). Pemberian jaminan pelindungan hukum mestilah diberikan secara merata 

kepada pihak-pihak yang ikut terlibat dalam proses peradilan, utamanya pada suatu situasi 

kejahatan yang memiliki kekhususan dan keunikan. Dalam situasi tertentu, harus dibentuk 

suatu aturan khusus yang berfungsi memberi rasa keamanan atas tindakan yang 

membayang-bayangi serta mengancam dari pihak-pihak Pelindungan Hukum Terhadap 

Whistleblower, utamanya dalam menangani tindak pidana berskala multinasional yang 

terorganisir dan rapi (Milzam & Sutrisno, 2023). Menanggapi berbagai ancaman tersebut, 

sepatutnya aparat penegak hukum memberikan sebuah jaminan guna melindungi keamanan 

dan keselamatan whistleblower dari berbagai ancaman yang berpotensi membahayakan diri 

pribadi, keluarga serta harta bendanya. 

Dasar hukum pelindungan terhadap whistleblower dimuat pada Undang-Undang Nomor 31 

tahun 2014, yang mengatur tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Ditinjau dari undang-

undang tersebut, seorang whistleblower berhak mendapatkan pelindungan atas keamanan 

dan keselamatan pribadi termasuk privasi, keluarganya, harta bendanya, serta jaminan 

kebebasan atas potensi ancaman berkaitan dengan fakta-fakta atau informasi yang akan, 

sedang atau telah disampaikan. Undang-undang ini menjadi sebuah perisai bagi 

whistleblower untuk menyampaikan fakta atas terjadinya sebuah tindak pidana tanpa takut 

akan ancaman yang nantinya berpotensi menjerat pelapor atas informasi yang telah 

diberikan.  

Saksi, Korban dan atau saksi pelapor (whistleblower) berhak memperoleh hak-hak 

sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Nomor 293 Tahun 2014): 

1. Memperoleh pelindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, 

serta bebeas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau 

telah diberikannya;  
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2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk pelindungan dan dukungan 

keamanan;  

3. Memberikan keterangan tanpa tekanan;  

4. Mendapat penerjemah;  

5. Bebas dari yang menjerat;  

6. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;  

7. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;  

8. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;  

9. Dirahasiakan identitasnya;  

10. Mendapat identitas baru;  

11. Mendapat tempat kediaman sementara;  

12. Mendapat kediaman baru;  

13. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai kebutuhan;  

14. Mendapat nasihat hukum;  

15. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu pelindungan 

berakhir;  

16. Mendapat pelindungan.” 

Dalam pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014, LPSK (Lembaga 

Pelindungan Saksi dan Korban) wajib melaksanakan seluruh usaha guna memenuhi hak 

serta memberikan pertolongan untuk memastikan jaminan keamanan bagi saksi dan/ atau 

korban. Pelindungan terhadap whistleblower harus menjadi tanggungjawab bersama 

pemerintah, institusi penegak hukum, dan berbagai pihak terkait lain. Lembaga Pelindungan 

Saksi dan Korban bertempat di Ibukota negara, hal ini tentunya menjadi hambatan 

mengingat luasnya wilayah geografis indonesia apabila terjadi dugaan indikasi tindak 

pidana korupsi dalam hal memberikan Pelindungan kepada whistleblower. 
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BAB 6 

PENYIAPAN ORGANISASI 

6.1. PENDAHULUAN 

Penerapan WHISTLEBLOWING SYSTEM dalam organisasi terkhusus pendidikan tinggi, 

diperlukan untuk menyiapkan organisasi dulu dengan beberapa tahapan penting. Hal ini 

dilakukan agar mendapatkan pemahaman manfaat dari penerapan Whistleblowing System, 

sehingga saat diimplementasi akan menjadi lebih efektif. Proses penyiapan ini terkait 

dengan penyiapan person/manusianya juga persiapan untuk system. 

 

6.2. JENIS WHISTLEBLOWER DAN MEKANISME WHISTLEBLOWING 

Brandon (2013:685) menjelaskan tentang 2 tipe whistleblower, yaitu:  

1. Whistleblower internal. 

Whistleblower internal terjadi ketika seseorang atau beberapa orang karyawan 

mengetahui kecurangan yang dilakukan oleh karyawan lain atau kepala bagiannya, 

kemudian melaporkan kecurangan itu kepada pimpinan perusahaan yang lebih tinggi.  

2. Whistleblower eksternal  

Whistleblower eksternal menyangkut kasus di mana seorang pekerja mengetahui 

kecurangan yang dilakukan perusahaannya lalu membocorkan kepada masyarakat karena 

dia tahu bahwa kecurangan itu akan merugikan masyarakat. 

Mekanisme whistleblower adalah suatu sistem yang dapat dijadikan media bagi saksi 

pelapor untuk menyampaikan informasi mengenai tindakan penyimpangan yang diindikasi 

terjadi di dalam suatu organisasi. Semendawai, dkk. (2011) menjelaskan bahwa secara 

umum, ada dua cara sistem pelaporan agar dapat berjalan dengan efektif, yaitu  

1. Mekanisme Internal  

Mekanisme pelaporan internal umumnya dilakukan melalui saluran komunikasi yang 

baku dalam perusahaan. Sistem pelaporan internal whistleblower perlu ditegaskan 

kepada seluruh karyawan. Dengan demikian, karyawan dapat mengetahui otoritas yang 

dapat menerima laporan. Bermacam bentuk pelanggaran yang dapat dilaporkan seorang 

karyawan yang berperan sebagai whistleblower, misalnya perilaku tidak jujur yang 
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berpotensi atau mengakibatkan kerugian finansial organisasi, pencurian uang atau aset, 

serta perilaku yang mengganggu atau merusak keselamatan kerja, lingkungan hidup, 

dan kesehatan. Aspek kerahasiaan identitas whistleblower, jaminan bahwa 

whistleblower dapat perlakuan yang baik, seperti tidak diasingkan atau dipecat, perlu 

dipegang oleh pimpinan eksekutif. Dengan demikian, dalam sistem pelaporan internal, 

peran pimpinan eksekutif dan Yayasan /wali amanah sangat penting. Pimpinan 

eksekutif atau organ Yayasan/wali amanah juga berperan sebagai orang yang 

melindungi whistleblower (protection officer).  

2. Mekanisme Eksternal  

sistem pelaporan secara eksternal diperlukan lembaga di luar organisasi yang memiliki 

kewenangan untuk menerima laporan whistleblower. Lembaga ini memiliki komitmen 

tinggi terhadap perilaku yang mengedepankan standar legal, beretika, dan bermoral 

pada organisasi. Lembaga tersebut bertugas menerima laporan, menelusuri atau 

menginvestigasi laporan, serta memberi rekomendasi kepada pimpinan 

organisasi/organ yayasan. Lembaga tersebut berdasarkan undang-undang yang 

memiliki kewenangan untuk menangani kasus-kasus whistleblowing, seperti LPSK, 

Komisi Pemberantasan Korupsi, Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Yudisial, 

PPATK, Komisi Kepolisian Nasional. 

 

6.3. PENYIAPAN ORGANISASI UNTUK MENGIMPLEMENTASIKAN 

WHISTLEBLOWING SYSTEM. 

Sebelum mengimplementasikan WHISTLEBLOWING SYSTEM dalam organisasi, perlu 

dipahami dulu unsur-unsur yang harus ada dalam proses Whistleblowing System. Elemen-

elemen pendukung WHISTLEBLOWING SYSTEM Agar sistem whistleblowing berfungsi 

secara efektif diungkapkan oleh (Albrecht,2014):  

1. Anonimitas  

Pegawai harus diyakinkan bahwa system yang dibuat bersifat anonym diawal, sehingga 

pegawai dapat melaporkan kejadian-kejadian fraud yang diketahuinya tanpa takut. 

Tetapi meskipun sifatnya anonimitas, juga harus dipastikan pegawai yang melaporkan 

harus bertanggungjawab. Maka perlu ditekankan, jika laporan ditindaklanjuti makan 

pegawai yang melaporkan dapat memberi data dan fakta yang diketahui dan dimilikinya 

untuk tindaklanjut pelaporan. Langkah awal system anonimitas ini memang harus 
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ditempuh untuk keamanan diri pelapor. mereka dapat melaporkan insiden 

mencurigakan tanpa takut dikenakan sanksi dan bahkan intimidasi dari si pelaku yang 

dilaporkan. 

Pendekatan yang dilakukan oleh masing-masing perguruan tinggi dapat berbeda-beda, 

tergantung pada kebutuhan dan karakteristik lembaga yang menyelenggarakannya. Ada 

kemungkinan prinsip anonimitas pelapor tidak terjamin (Berendt and Schiffner (2022); 

Johansson and Carey (2016); Lewis et al, (2001); Dorasamy (2012) 

2. Independensi  

Pihak yang diberi tanggungjawab untuk menjaga whistleblowing dan menerima 

pelaporan pegawai disiapkan sebagai pihak yang independen dan memiliki komitmen 

dan bisa bersifat netral. Hal ini menjadi Langkah penting untuk membuat pegawai 

melapor dengan aman, serta laporan dapat diproses sebagaimana seharusnya.  

3. Akses menuju WHISTLEBLOWING SYSTEM  

Organisasi harus dapat secara luar mengembangkan berbagai alternatif bagi pelapor 

untuk akses pada system whistleblowingnya. Akses yang diciptakan dapat melalui jalur 

telepon, surat elektronik, system online atau surat dan ada system yang lainnya.  

4. Tindak Lanjut laporan  

Laporan yang sudah masuk melalui sistem whistleblowing harus ditindak lanjuti dan 

tindakan korektif harus diambil ketika dibutuhkan.”Model respon terhadap kesalahan 

dalam organisasi dapat digambarkan dari proses individu yang memiliki kesadaran akan 

kesalahan. Kesadaran tersebut membuat pertimbangan dalam diri individu 

memunculkan pertimbangan tentang keseriusan kesalahan dan motivasi untuk 

memperbaikinya. Respon terhadap kesalahan juga dipengaruhi oleh budaya organisasi 

yang mempengaruhi individu dalam merespon kesalahan.  

Budaya yang terbentuk dalam organisasi dapat diperkuat atau diperlemah oleh adanya 

sistem yang diolah sesuai dengan kondisi individu yang meliputi nilai-nilai yang 

tertanam dalam diri individu, struktur pengaruh individu, dan sistem penghargaan yang 

tercipta dalam organisasi. Pengolahan individu terhadap berbagai faktor kesadaran, 

pertimbangan, budaya organisasi akan menciptakan berbagai alternatif respon yang 

akan menjadi outcome (Wawo et al, 2015). 

Setiap perguruan tinggi memiliki pendekatan yang berbeda dalam menerima laporan 

kasus integritas, baik yang bersifat akademis, finansial, maupun etika. Sebagian 

perguruan tinggi masih menggunakan mekanisme pelaporan tradisional yang seringkali 



44 - Implementasi Whistleblowing System di Institusi Pendidikan 

sulit diterapkan. Namun, ada perguruan tinggi yang sudah menyiapkan penggunaan 

mekanisme sistem pelaporan digital yang memudahkan pelaporan kasus integritas.  

Perlu dikembangkan sistem whistleblowing bagi berbagai lembaga yang perlu membantu 

pelaporan kasus integritas, yang menjamin anonimitas dan transparansi proses pelaporan, 

serta kemungkinan untuk menindaklanjuti laporan dengan opsi bagi pelapor untuk 

mengungkapkan identitas. Proses ini akan dimulai dengan masukan pelaporan anonim, 

penyaringan laporan berdasarkan sumber dan jenis laporan, dan pembuatan daftar laporan 

yang cukup untuk ditindaklanjuti oleh para pemimpin lembaga.  

Para pemimpin dapat menindaklanjuti laporan yang terbukti untuk pengambilan keputusan 

dan menerapkan rencana tindakan korektif, seperti perubahan kebijakan atau penerapan 

hukuman, berdasarkan hasil penyaringan laporan. Sistem ini pada akhirnya dapat 

disesuaikan oleh setiap institusi pendidikan tinggi untuk membangun sistem whistleblowing 

dengan memanfaatkan layanan web berdasarkan prinsip-prinsip integritas.  

Kepercayaan terhadap sistem whistleblowing dapat berjalan dengan baik apabila 

whistleblower dapat memantau transparansi proses yang sedang berlangsung, memberikan 

informasi terkini tentang kasus yang terungkap, dan menindaklanjuti orang yang terbukti 

melakukan pelanggaran. Ketika semua tuduhan belum dikonfirmasi, whistleblower dapat 

membuka dan memantau proses investigasi melalui kode khusus yang digunakan untuk 

memasukkan status pelaporan. Namun, setelah kasus dikonfirmasi dan putusan akhir telah 

dibuat, publik akan dapat memperoleh informasi tentang pelanggar dan hukumannya. 

Kehadiran halaman informasi tersebut tampaknya menunjukkan bahwa organisasi tersebut 

serius dalam menangani pelanggaran. 

 

6.4. EFEKTIVITAS WHISTLEBLOWING 

KNKG (2008) Menjelaskan efektivitas whistleblowing memiliki berbagai aspek yang harus 

diterapkan, yaitu: 

1. Aspek Struktural  

Aspek struktural merupakan aspek yang berisikan elemen- elemen infrastruktur 

Whistleblowing System. Aspek ini berisikan 4 elemen, yaitu:  

a. Pernyataan Komitmen  



Penyiapan Organisasi - 45 

Diperlukan adanya pernyataan komitmen dari seluruh karyawan akan kesediaannya 

untuk melaksanakan WHISTLEBLOWING SYSTEM dan berpartisipasi aktif untuk 

ikut melaporkan bila menemukan adanya pelanggaran. Secara teknis, pernyataan ini 

dapat dibuat tersendiri atau dijadikan dari bagian perjanjian kerja bersama, atau 

bagian dari pernyataan ketaatan terhadap pedoman etika perusahaan.  

b. Kebijakan Pelindungan Pelapor  

Perusahaan harus bisa membuat kebijakan Pelindungan pelapor (whistleblower 

protection policy). Kebijakan ini menyatakan secara tegas dan jelas bahwa 

perusahaan berkomitmen untuk melindungi pelapor pelanggaran yang beritikad baik 

dan perusahaan akan patuh terhadap segala peraturan perundangan yang terkait serta 

best practices yang berlaku dalam penyelenggaraan Whistleblowing System. 

Kebijakan ini juga menjelaskan maksud dari adanya Pelindungan pelapor adalah 

untuk mendorong terjadinya pelaporan pelanggaran dan kecurangan, serta menjamin 

keamanan pelapor maupun keluarganya.  

c. Struktur Pengelolaan WHISTLEBLOWING SYSTEM  

Perusahaan harus membuat unit pengelolaan WHISTLEBLOWING SYSTEM dengan 

tanggung jawab ada pada direksi dan komite audit. Unit ini harus independen dari 

operasi perusahaan sehari-hari dan mempunyai akses kepada pimpinan tertinggi 

perusahaan. Unit pengelola WHISTLEBLOWING SYSTEM memiliki 2 elemen 

utama, yaitu sub-unit Pelindungan pelapor dan sub-unit investigatif. Penunjukkan 

petugas pelaksana unit ini harus dilakukan oleh pihak yang profesional dan 

independen, sehingga hasil yang diperoleh relatif lebih objektif dan dapat 

dipertanggungjawabkan bahwa bebas dari unsur-unsur kepentingan pribadi.  

d. Sumber Daya  

Sumber daya yang diperlukan dalam melaksanakan WHISTLEBLOWING SYSTEM 

adalah kecukupan kualitas dan jumlah personil untuk melaksanakan tugas sebagai 

petugas pengelola WHISTLEBLOWING SYSTEM dan media komunikasi sebagai 

fasilitas pelaporan pelanggaran.  

2. Aspek Operasional  

Aspek operasional merupakan aspek yang berkaitan dengan mekanisme dan prosedur 

kerja Whistleblowing System. Penyampaian laporan pelanggaran harus dibuat mekanisme 

yang dapat memudahkan karyawan menyampaikan laporan pelanggaran. Perusahaan 

harus menyediakan saluran khusus yang digunakan untuk menyampaikan laporan 

pelanggaran, baik berupa email dengan alamat khusus yang tidak dapat ditembus oleh 
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bagian Information Technology (IT) perusahaan, kotak pos khusus yang hanya boleh 

diambil petugas. Sistem Pelaporan Pelanggaran, ataupun saluran telepon khusus yang 

akan ditangani oleh petugas khusus pula.  

Informasi mengenai adanya saluran atau sistem ini dan prosedur penggunaannya haruslah 

diinformasikan secara meluas ke seluruh karyawan. Begitu pula bagan alur penanganan 

pelaporan pelanggaran haruslah disosialisasikan secara meluas dan terpampang di 

tempat-tempat yang mudah diketahui karyawan perusahaan. Dalam prosedur 

penyampaian laporan pelanggaran juga harus dicantumkan dalam hal pelapor melihat 

bahwa pelanggaran dilakukan petugas Sistem Pelaporan Pelanggaran, maka laporan 

pelanggaran harus dikirimkan langsung kepada direktur utama perusahaan. Selain itu, 

kerahasiaan dan kebijakan Pelindungan pelapor juga harus diperhatikan.  

Perusahaan juga sebaiknya mengembangkan budaya yang mendorong karyawan untuk 

berani melaporkan tindakan kecurangan yang diketahuinya dengan memberikan 

kekebalan atas sanksi administratif kepada para pelapor yang beritikad baik. Pelapor 

harus mendapatkan informasi mengenai penanganan kasus yang dilaporkannya beserta 

perkembangannya apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak. Petugas pelaksana unit 

WHISTLEBLOWING SYSTEM segera mungkin melakukan investigasi dengan 

mengumpulkan bukti terkait kasus yang dilaporkan. Hal ini untuk menentukan apakah 

laporan kecurangan dapat ditindaklanjuti atau tidak.  

3. Aspek Perawatan  

Aspek perawatan merupakan aspek yang memastikan bahwa WHISTLEBLOWING 

SYSTEM ini dapat berkelanjutan dan meningkat efektivitasnya. Perusahaan harus 

melakukan pelatihan dan pendidikan kepada seluruh karyawan, termasuk para petugas 

unit Whistleblowing System. Selain itu, perusahaan juga harus melakukan komunikasi 

secara berkala dengan karyawan mengenai hasil dari penerapan Whistleblowing System. 

Pemberian insentif atau penghargaan oleh perusahaan kepada para pelapor pelanggaran 

dapat mendorong karyawan lainnya yang menyaksikan, tetapi tidak melaporkan menjadi 

tertarik untuk melaporkan adanya pelanggaran.” 

 

6.5. PERAN INTERNAL AUDIT  

Auditor internal adalah karyawan perusahaan yang secara independen menyelidiki dan 

mengevaluasi kegiatan di berbagai bidang, seperti prosedur, akuntansi, pengendalian 

teknologi informasi, atau proses kualitas produksi. Sebagian besar auditor internal 
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mengikuti standar tinggi yang ditetapkan oleh Institute of Internal Auditors, sebuah 

organisasi professional (Elisabeth et al, 2020). Audit internal adalah fungsi evaluasi 

independen yang dibentuk dalam organisasi yang memantau dan mengevaluasi kinerjanya 

sebagai layanan yang diberikan kepada organisasi. audit internal adalah kegiatan 

penjaminan dan penasehatan yang dilakukan secara independen dan obyektif yang 

bertujuan untuk menghasilkan nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Audit 

internal membantu organisasi mencapai tujuannya secara sistematis dan teratur dengan 

mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan 

manajemen. 

Pencegahan kecurangan dapat dilakukan apabila audit internal sudah mampu 

mengidentifikasi kemungkinan terjadinya fraud. Sebaliknya, ketika audit internal tidak 

mampu mengidentifikasi kemungkinan terjadinya fraud, maka kecurangan akan terjadi dan 

membuat kerugian bagi perusahaan. Hasil penelitian Ginanjar & Syamsul (2020) 

menemukan bahwa efektivitas audit internal memiliki pengaruh terhadap Pencegahan 

kecurangan. Pencegahan Kecurangan (Fraud) berhubungan dengan upaya menghubungkan 

risiko fraud yang teridentifikasi dengan aktivitas pengendalian tertentu. Aktivitas 

pengendalian merupakan bagian rencana dan implementasi program anti-fraud dan 

pengendalian risiko fraud. Apabila langkah ini sudah dilaksanakan, penting sekali agar 

komunikasi tingkat organisasi dan sharing pengetahuan dilaksanakan (komunikasi bisa 

dilakukan dengan pihak luar organisasi, seperti dengan vendor dan pelanggan sehingga 

fraud dan kolusi dengan pihak ketiga bisa di minimalisir dan kegiatan yang mencurigai 

dapat dilaporkan melalui Whistleblowing System). 

Menurut COSO (The Committee of Sponsoring Organization of The Treadway 

Commission) dalam salah satu komponen struktur pengendalian intern yang harus 

dilaksanakan, yaitu: aktivitas pengendalian (control activities). Di dalam aktivitas 

pengendalian terdapat lima prosedur yang harus ada yaitu: pemisahan tugas, sistem 

otorisasi, pengecekan independen, pengamatan fisik, dokumentasi dan pencatatan.  

Penerapan WHISTLEBLOWING SYSTEM merupakan salah satu bentuk dari pengendalian 

internal perusahaan dalam meminimalisir dan menekan risiko yang mungkin terjadi. 

Auditor internal berfungsi membantu manajemen dalam pencegahan (prevention), 

pendeteksian (detection) dan penginvestigasian (investigation) penyimpangan atau 

kecurangan (fraud) yang terjadi di suatu organisasi.  
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Sesuai interpretasi Standar Profesional Audit Internal (SPAI) tahun 2004, tentang 

pengetahuan mengenai penyimpangan, dinyatakan bahwa auditor internal harus memiliki 

pengetahuan yang memadai untuk dapat mengenali, meneliti, dan menguji adanya indikasi 

penyimpangan. Selain itu, menurut Statement on Internal Auditing Standards (SIAS) No. 3 

tentang Deterrence, Detection, Investigation, and Reporting of Fraud (1985), memberikan 

pedoman bagi auditor internal tentang bagaimana auditor internal melakukan pencegahan, 

pendeteksian dan penginvestigasian terhadap fraud. SIAS No. 3 tersebut juga menegaskan 

tanggung jawab auditor internal untuk membuat laporan audit tentang fraud.  

Pada organisasi fungsi audit internal mempunyai peranan penting untuk meningkatkan 

kesadaran fraud di dalam suatu organisasi, dengan cara: mendorong manajemen senior 

untuk menetapkan tone at the top, menciptakan kesadaran pengendalian, dan membantu 

mengembangkan respons yang terpercaya terhadap risiko fraud yang potensial. Termasuk 

juga mempertegas eksistensi dan kepatuhan kepada nilai-nilai organisasi dan code of 

conduct perusahaan serta melaporkan setiap aktivitas yang memunculkan kerugian pada 

aktivitas yang ilegal, tidak etis, atau immoral melalui WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS) 

(Husaini, 2008:144).  

Fatimawati (2015) menemukan penyelenggaraan Risk based Internal auditing dan 

WHISTLEBLOWING SYSTEM yang baik akan ada timbulnya keengganan untuk melakukan 

pelanggaran, dengan semakin meningkatnya kesediaan untuk melaporkan terjadinya 

pelanggaran, karena kepercayaan terhadap sistem pelaporan yang efektif. 

 

6.6. BUKTI PENEMUAN FRAUD  

Menurut ACFE Chapter Indonesia, 2019 fraud dapat diidentifikasi dengan pola sebagai 

berikut: 

  Tabel 6. 1 Penemuan Kecurangan (Fraud) 

Cara menemukan fraud Tingkat penemuan 

Pemberitahuan oleh karyawan 50,2% 

Pengendalian Internal 3,8% 

Audit internal 23,4% 

Pemberitahuan pelanggan 6,7% 

Penemuan tidak sengaja 2,1% 



Penyiapan Organisasi - 49 

Cara menemukan fraud Tingkat penemuan 

Penyelidikan manajemen 0.4% 

Pelaporan anonim 23,4% 

Pemberitahuan hotline 38,9% 

Penyelidikan karyawan 50,2% 

Pemberitahuan pemerintah 0,4% 

Auditor eskternal 0,4% 

Sumber lainnya 15,1% 

Sumber: ACFE Chapter Indonesia, 2019 
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BAB 7 

PENGEMBANGAN TEKNOLOGI UNTUK 
WHISTLEBLOWING SYSTEM 

 

7.1. PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI  

Organisasi atau Institusi dapat mengembangkan sistem whistleblowing yang lebih aman. Hal 

ini dikarenakan adanya teknologi keamanan sistem yang sudah semakin matang. 

Pelindungan terhadap whistleblower dapat dilakukan dengan lebih baik. Kerahasiaan 

whistleblower, sifat pelaporan yang dibuat, proses penerimaan pengaduan dan pemrosesan 

sistem dapat dirancang dengan berbagai kontrol yang ditempatkan pada sistem 

komputerisasi. Jalur otoritas dan pemrosesan serta lalu lintas dapat dijaga dan dikendalikan 

dengan lebih baik.  

 

 

Gambar 7. 1 Proses manajemen dan alur whistleblowing 

 

Melalui teknologi informasi, dapat dikembangkan sistem whistleblowing yang lebih aman. 

Hal ini dikarenakan adanya metode yang dapat diterapkan ke dalam sistem tersebut. 
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Pelindungan terhadap whistleblower dapat dilakukan dengan lebih baik. Kerahasiaan 

whistleblower, sifat pelaporan yang dibuat, proses penerimaan pengaduan dan pemrosesan 

sistem dapat dirancang dengan berbagai kontrol yang ditempatkan pada sistem 

komputerisasi. Jalur otoritas dan pemrosesan serta lalu lintas dapat dijaga dan dikendalikan 

dengan lebih baik. Gambar 2 menunjukkan proses manajemen dan alur whistleblowing yang 

melibatkan berbagai komponen dalam teknologi informasi. Sistem tersebut terutama 

memiliki tiga modul, yaitu modul deteksi objek, modul pengguna, dan modul administrasi 

(Dorasamy, 2012). 

7.2. ALUR PELAPORAN  

 

Alur lengkap pelaporan dan pemrosesan sistem pengaduan pelanggaran dapat dilihat pada 

Gambar 4.2. sebagai berikut: 

 
Gambar 7. 2 Alur Lengkap mekanisme Pelaporan whistleblowing 
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Dr Fatima sebagaimana dikutip tribun.com pada artikel whistleblowing-vital-in-higher-

education, mengatakan bahwa integritas sosial di lembaga pendidikan tinggi harus dijunjung 

tinggi oleh semua orang. Harus ada mekanisme yang tepat di tingkat kelembagaan untuk 

memastikan akuntabilitas. Kutipan ini terkait dengan apa yang disimpulkan oleh WAPC 

(2015) Sistem Pelindungan whistleblower dan anti-retaliasi yang efektif memerlukan 

komitmen dan akuntabilitas kepemimpinan senior dan menjadikan anti-retaliasi dan 

pencegahan sebagai aspek proaktif daripada defensif organisasi. Sebagian besar elemen 

yang dibutuhkan tidak intuitif, tetapi memerlukan kebijakan, akuntabilitas, dan program 

khusus.  

Banizar (2011) mengungkapkan elemen-elemen kunci, sebagaimana dirangkum dalam 

bagian-bagian berikut, meliputi:  

1. Komitmen kepemimpinan 

2.  Budaya organisasi yang benar-benar berkomitmen untuk mencegah pelanggaran dan 

mendorong perbaikan serta penyelesaian masalah yang adil,  

3. Sistem penyelesaian yang independen dan terlindungi untuk tuduhan pembalasan,  

4. Pelatihan khusus untuk mengajarkan hak-hak pekerja dan tentang program Pelindungan 

internal dan eksternal yang tersedia, dan bagi para manajer untuk mempelajarinya 

bersama dengan keterampilan, perilaku, dan bagi manajer untuk mempelajarinya 

bersama dengan keterampilan, perilaku, dan kewajiban untuk bertindak,  

5. Pemantauan dan pengukuran yang mengukur upaya dan efektivitas masukan terhadap 

budaya berbicara dan tidak melakukan pembalasan. 

6. Audit independen untuk menentukan apakah program tersebut benar-benar berfungsi. 

 

Perguruan tinggi sebagai lembaga yang membina dan mendidik generasi muda yang akan 

menjadi penerus bangsa dan pemimpin masa depan, bertanggung jawab untuk menanamkan 

nilai-nilai kehidupan yang baik. Dalam hal menilai perilaku yang tidak baik, bagaimana 

menyikapinya, bagaimana menegakkan kebenaran juga merupakan salah satu nilai yang 

harus ditanamkan perguruan tinggi kepada mahasiswanya. Sistem pelaporan pelanggaran 

merupakan salah satu model yang dapat diterapkan di sekolah sebagai sistem penegakan 

kebenaran dan keadilan, transparansi, dan menjaga praktik bisnis yang benar. Apabila sistem 

pelaporan pelanggaran dapat diterapkan dan dikondisikan sesuai fungsinya, maka hal 

tersebut akan menjadi salah satu keunggulan perguruan tinggi tidak hanya dalam praktik 

bisnis yang benar tetapi juga dalam menanamkan nilai-nilai yang baik bagi seluruh sivitas 

akademika. Gambar 2 menunjukkan alus pelaporan dalam system whistleblowing. 
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Pembuatan program pelaporan pelanggaran memerlukan komitmen dari berbagai komponen 

dalam organisasi. Terdapat beberapa hal yang perlu dipersiapkan untuk menyelenggarakan 

program whistleblowing yaitu:  

1. Tata kelola perusahaan yang baik  

2. Komitmen Manajemen Senior  

3. Efektivitas kebijakan  

4. Kesadaran semua pihak mulai dari manajemen, anggota organisasi, dan pengawal 

sistem whistleblowing. 

5. Keterlibatan semua pihak  

6. Pelindungan terhadap whistleblower  

7. Sosialisasi program whistleblowing dan komunikasi yang jelas kepada semua pihak 

yang berpartisipasi  

Berbagai kendala yang dihadapi, kekurangan dan kelebihan dalam penerapan sistem 

merupakan hal yang perlu dicermati oleh perguruan tinggi ketika akan menerapkan sistem 

whistleblowing. Kelebihan yang dimiliki dapat membantu tercapainya tata kelola perguruan 

tinggi yang baik. 

 

7.3. GAMBARAN UMUM KONSEP WHISTLEBLOWING 

Konsep layanan web untuk sistem whistleblowing digunakan karena memberikan manfaat 

dalam hal interoperabilitas, independensi platform, skalabilitas, keamanan, dan integrasi 

dengan sistem pihak ketiga (Yellavula, 2020). Dalam pendekatan ini, setiap pendidikan 

tinggi dapat memperoleh manfaat dari prinsip-prinsip privasi dan Pelindungan keamanan 

sistem whistleblower dengan menggunakan sistem yang telah dirancang secara independen 

(Roth, et.al, 2016). 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, WHISTLEBLOWING SYSTEM 

dikembangkan menggunakan arsitektur web service agar dapat digunakan oleh organisasi 

lain yang menginginkan layanan serupa. Salah satu yang direkomendasikan adalah 

penggunaan RESTful Web Service. Layanan web RESTful adalah aplikasi back-end yang 

dapat diakses oleh aplikasi front-end mana pun menggunakan metode keamanan tertentu 

(Adam et al, 2020) dan JSON sebagai format data (Allamaraju & Allamaraju, 2010). JSON 

(JavaScript Object Nation) adalah format file standar yang terdiri dari pasangan kunci dan 
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nilai dan menggunakan teks yang dapat dibaca manusia untuk transmisi data. JSON 

memiliki ukuran data yang kecil, sehingga memudahkan programmer untuk 

mengomunikasikan data dan relatif mudah diurai oleh mesin. JSON adalah format bahasa 

komunikasi data yang ideal. Dengan menggunakan arsitektur layanan web, setiap institusi 

pendidikan tinggi dapat membuat aplikasi front-end dan menjalankan fungsi back-end apa 

pun yang diperlukan oleh sistem whistleblowing. Setiap aplikasi front-end memiliki akses 

ke output dari pemrosesan data back-end. Melalui mekanisme layanan web, pengembangan 

sistem whistleblowing untuk setiap institusi pendidikan tinggi dapat mencapai skala 

pemanfaatan tertinggi. Ini akan membantu banyak institusi pendidikan tinggi untuk 

menyediakan sistem whistleblowing yang terstandarisasi. 

Jayakrishnan & Murali (2019); Young et al, (2021) menjelaskan sistem whistleblowing pada 

dasarnya memiliki fungsi untuk menerima laporan dari pemangku kepentingan secara 

anonim, dan komunikasinya hanya satu arah tanpa ada kemungkinan dilacak atau dihubungi 

oleh sistem seperti yang diilustrasikan pada Gambar 4.3. Hal ini akan menjamin privasi dan 

kerahasiaan pelapor. Sistem hanya menyediakan nomor laporan sebagai identitas yang akan 

digunakan oleh pelapor untuk meninjau laporan tindak lanjut dalam sistem ketika 

diperlukan. Agar lebih efektif dalam menindaklanjutinya, sistem perlu menyediakan pilihan 

ruang lingkup pelaporan dan kategori penyimpangan, beserta bukti-bukti, sehingga dapat 

diarahkan kepada orang yang tepat. 

.  

  Gambar 7. 3 Web service sebagai back-end Whistleblowing System 
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7.4. MODUL WHISTLEBLOWING SYSTEM  

Berdasarkan konsep tersebut, modul yang dibutuhkan dalam sistem whistleblowing adalah 

pelaporan anonim, pemilihan jenis penyimpangan, pengelompokan kategori pelanggaran, 

dan lampiran bukti sebagai bagian dari proses input dalam sistem. Selain itu, diperlukan 

modul penyaringan laporan berdasarkan kategori pelaporan di perguruan tinggi, jenis 

laporan, dan pembuatan kode laporan bagi pelapor, serta modul tindak lanjut berdasarkan 

pemilihan keputusan untuk menolak atau menerima laporan whistleblower, sebagai bagian 

dari proses. Modul untuk menampilkan status ditolak dan dapat ditindaklanjuti menjadi 

bagian dari output. 

Khusus untuk yayasan yang mengelola perguruan tinggi, modul yang dibutuhkan adalah 

pemilihan jenis laporan dan sumber laporan, tindak lanjut laporan, dan pemutakhiran status 

laporan. Bagi pelapor, diperlukan modul untuk menampilkan status laporan berdasarkan 

kode laporan, dan penawaran tindak lanjut sebagai justice collaborator. Modul lainnya 

mencakup laporan tentang karakteristik pelanggaran, jumlah pengguna sistem, Pelindungan 

hukum, dan lingkungan organisasi.  

Dasar Pemikiran Layanan Web oleh Sarhan and Gawdan (2018); Ram (2017) merangkum 

beberapa perbedaan antara layanan web dan aplikasi web dalam penelitian mereka. 

Perbedaan tersebut menunjukkan keunggulan layanan web dibandingkan aplikasi web, yang 

merupakan dasar pemikiran penggunaan layanan web dibandingkan aplikasi web. 

Keunggulan tersebut dapat dilihat pada Tabel 7.1. 

    Tabel 7. 1 Perbedaan Web Service dan Aplikasi Web 

 

Layanan web memungkinkan organisasi untuk memilih programmer mereka hanya dengan 

menggunakan fungsi umum yang disediakan dalam sistem whistleblowing. Sebaliknya, 

aplikasi web mengharuskan pengembang untuk merancang seluruh fungsionalitas sistem 
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whistleblowing. Saat menggunakan layanan web, organisasi dapat memilih platform. 

Namun, aplikasi web bergantung pada pengembang aplikasi. Saat memilih layanan web, 

UI/UX sistem whistleblowing juga dapat dibuat khusus untuk memenuhi kebutuhan 

organisasi. Namun, UI/UX tersebut sudah disediakan untuk digunakan saat organisasi 

memilih untuk menggunakan aplikasi web.  

Mirip dengan pengalaman pengguna, alur kerja pelaporan dapat disesuaikan menurut 

kebijakan perusahaan saat organisasi lebih suka menggunakan layanan web daripada 

aplikasi web. Selain itu, saat menggunakan layanan web, organisasi hanya diminta untuk 

menggunakan keamanan standar. Misalnya, sistem menggunakan OAuth atau JSON Web 

Token (JWT) untuk mengautentikasi dan mengotorisasi klien. Di sisi lain, manajemen sesi 

yang ditentukan digunakan dalam aplikasi web untuk alasan keamanan. 

 

7.5.  KONSEP WHISTLEBLOWING SYSTEM  

Modul sistem whistleblowing diperlukan untuk memfasilitasi komunikasi antara front end 

dan back end. Modul akan diminta oleh front end menggunakan metode permintaan GET, 

PUT, dan POST. Data dalam format JSON akan ditransfer dari back end ke front end sebagai 

respons. 

 

   Gambar 7. 4 RESTful web services API architecture 
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Tabel 7.2 menunjukkan delapan modul sistem whistleblowing utama dan metode serta URI 

yang harus dipanggil. 

 

Tabel 7. 2 Modul Whistleblowing System 
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Misalnya, modul untuk login ke sistem dapat diakses melalui POST("Baseurl/action/get-by-

report-code"), modul untuk mendapatkan kode laporan untuk memeriksa ulang laporan 

dapat diakses melalui POST("Baseurl/action/get-by-report-code"), dan modul untuk 

menambahkan kategori laporan dapat diakses melalui POST("Baseurl/report-

category/add"). Alur komunikasi modul-modul tersebut dalam layanan web dapat dilihat 

pada Gambar 7.5, Gambar 7.6, dan Gambar 7.7. 

 

 

Gambar 7. 5 Modul Alur Komunikasi Pengguna 
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Gambar 7. 6 Alur Komunikasi Modul Laporan 

   

 

     Gambar 7. 7 Alur Komunikasi Modul Kategori Laporan 

Sanjaya et al, 2022 Mengembangkan sistem whistleblower berbasis layanan web RESTful 

dapat membantu lembaga lain dalam menyediakan sistem mereka dengan tetap menjaga 

persyaratan keamanan dan privasi yang memadai bagi whistleblower sebagai standar utama. 

Identitas whistleblower tidak boleh direkam dalam bentuk apa pun, tidak dienkripsi atau 

didistribusikan dalam blockchain. Kredibilitas informasi yang dilaporkan oleh 

whistleblower ditentukan oleh kualitas dokumen yang dilampirkan pada sistem. 

Whistleblower harus dapat memeriksa transparansi kemajuan terkini, mendapatkan 

informasi terkini tentang kasus yang terungkap, dan menindaklanjuti mereka yang telah 

dipastikan melakukan pelanggaran. Whistleblower dapat menggunakan kode unik untuk 

mengamati kemajuan di atas atau bahkan mengungkapkan dirinya untuk menindaklanjuti 

penyelesaian kasus. Beberapa modul utama layanan web menyediakan fungsionalitas 

tersebut dalam sistem whistleblowing. Setiap sistem whistleblowing dapat meminta 

beberapa metode layanan web berdasarkan kebutuhan organisasi, dimulai dengan proses 

autentikasi untuk masuk ke sistem, mengisi laporan pelanggaran, memeriksa proses tindak 

lanjut saat ini, dan mengungkapkan identitas whistleblower. JSON merupakan format data 
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yang digunakan oleh layanan daring karena memiliki ukuran data yang kecil, sehingga 

memudahkan programmer untuk bertukar data dan relatif mudah diurai oleh mesin. Delapan 

modul utama sistem whistleblowing harus disediakan dalam layanan web, seperti kategori 

laporan, subkategori laporan, target, pengguna, laporan, tindakan, peran, dan tugas peran. 

Modul-modul tersebut akan menangani pembuatan laporan tindakan login berdasarkan 

kategori, subkategori, dan orang yang menjadi target, menampilkan bilah kemajuan tindak 

lanjut, dan mengelola orang yang berwenang untuk menindaklanjuti laporan. Aplikasi 

whistleblowing dari setiap lembaga pendidikan tinggi hanya boleh mengakses URI 

menggunakan setiap metode yang ditentukan. 

Implikasi bagi sistem adalah bahwa beberapa modul penting harus dikembangkan untuk 

melindungi privasi pelapor sekaligus memastikan kredibilitas laporan (Roth et al, 2013; 

Chica et al, 2023). Dimensi privasi dapat terdiri dari nama resmi, nama panggilan, lokasi, 

alamat IP, koordinat Global Positioning System (GPS), dan nomor telepon yang umumnya 

tercatat dalam banyak aplikasi pelaporan berbasis web (Young & Farshadkhah, 2017). 

Identitas tersebut harus dihindari agar tidak tercatat dalam sistem. Sebagai gantinya, sistem 

dapat menghasilkan kode unik untuk memberikan identitas bagi laporan, bukan untuk 

pelapor. Satu hal lagi yang harus digarisbawahi adalah bahwa sistem pelaporan pelanggaran 

harus tersedia untuk umum dan dikelola oleh pihak ketiga yang independen untuk 

meningkatkan kepercayaan pada Pelindungan privasi. Namun, laporan anonim dapat 

menyebabkan laporan palsu (Lowry et al, 2013).  

Sistem pelaporan pelanggaran tidak boleh menjadi media untuk menyampaikan pesan tipuan 

dan menjauh dari peran pengumpulan informasi penting untuk mendeteksi kejadian 

pelanggaran integritas. Karena anonimitas merupakan faktor penting, identitas tidak akan 

dicatat dalam bentuk apa pun, tidak dienkripsi, maupun didistribusikan dalam blockchain. 

Sebagai alternatif, sistem yang dirancang harus meminta dokumen terkait dari pelapor untuk 

dianalisis oleh komite inspeksi (Stubben &Welch, 2020). Kredibilitas informasi yang 

dilaporkan didasarkan pada kualitas dokumen yang dilampirkan. Pelapor harus memilih 

untuk menentukan ruang lingkup pelaporan untuk mencegah proses meluas ke area lain atau 

tingkat manajerial. 
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7.6. MENETAPKAN PROGRAM WHISTLEBLOWING  

Program whistleblowing dimulai dengan pernyataan komitmen manajemen yang jelas. 

Elemen-elemen yang disediakan dalam daftar periksa konsisten dengan hasil yang 

berkualitas dan mendasar bagi program whistleblowing yang patuh dan aman. Ada banyak 

hal yang perlu dipersiapkan untuk menyelenggarakan program whistleblowing (Banisar, 

2011; Spiegel, 2010; Christensen & Knudsen, 2011). 

1. Tata kelola perusahaan yang baik untuk penerapan WHISTLEBLOWING SYSTEM dalam 

organisasi, apakah secara manual ataupun terbantu dengan teknologi informasi 

memerlukan kondisi sebagai berikut: 

a. Tata kelola yang baik yang dimaksud adalah kondisi manajemen yang memiliki komite 

yang memeriksa kerangka kerja pelaporan, ada kelompok independen untuk menerima 

dan meninjau laporan. 

b. Sistem dan alat yang sesuai, termasuk penggunaan peramban web TOR untuk enkripsi 

keamanan, lalu lintas web dan pemuatan file yang aman, bantuan teknis dan layanan 

masalah, pelaporan berdasarkan masalah sistem yang muncul terpisah dari saluran 

pelaporan. 

c. Pengelolaan pengaduan meliputi Informasi yang diberikan kepada pihak eksternal, 

independen dan tidak memihak, melindungi identitas dan menjaga kepercayaan, 

memastikan semua kasus telah diselidiki, melakukan penyelidikan secara efektif dan 

mengadopsi perubahan untuk memastikan pelaporan pelanggaran yang efektif. 

d. Pernyataan yang jelas tentang peran dan tanggung jawab serta akuntabilitas yang 

relevan. Komitmen Manajemen Senior Ada pernyataan yang jelas dari manajemen 

senior tentang komitmen organisasi untuk menindaklanjuti kesalahan, ada kode detik 

untuk menjadi nilai-nilai perusahaan, ada mekanisme pelaporan yang relevan dengan 

kode etik, anonimitas dapat dilindungi. 

Efektivitas kebijakan diatas, akan berjalan dengan baik dan harus efektif. Ada dua 

persyaratan untuk membuat kebijakan: 

1. Efektif 

Kode Etik dan kebijakan dimiliki oleh karyawan dan Panduan yang jelas tentang 
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perilaku atau perilaku yang harus dan tidak boleh dilaporkan menggunakan proses 

tersebut. 

2. Kesadaran.  

Semua karyawan memiliki informasi yang cukup untuk dapat melaporkan pelanggaran 

secara efektif dan memberikan pembaruan dan umpan balik secara berkala untuk 

mendorong inisiatif dan memberi tahu tentang perubahan. Kebijakan tersebut jelas 

tentang pelanggaran dan prosesnya. 

3. Keterlibatan. 

Terdiri dari kebijakan dan sistem yang secara jelas menjabarkan rasa hormat yang 

diberikan kepada orang-orang (Pelindungan dari viktimisasi, bantuan yang tersedia bagi 

orang yang dituduh melakukan pelanggaran, setelah penyelidikan dimulai dan 

komunikasi yang jelas kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam penyelidikan 

tentang setiap langkah) 
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BAB 8 

IMPLEMENTASI WHISTLEBLOWING SYSTEM DI 
NEGARA-NEGARA LUAR 

8.1. PENDAHULUAN 

WHISTLEBLOWING SYSTEM sudah berkembang lama disemua negara, tetapi 

kesadaran Perusahaan untuk segera menerapkan perlu waktu yang cukup Panjang. 

Berikut berbagai contoh implementasi WHISTLEBLOWING SYSTEM pada beberapa 

negara, yang dilakukan dengan berbagai survey yang mencermati dan membandingkan 

antar satu negara dengan negara lain dengan tujuan dapat mengetahui best practicenya. 

Hal ini berguna untuk memberikan gambaran kisah sukses dan dapat mencadi contoh 

buat yang lain saat akan mengimplementasikan. Ada beberapa negara yang 

universitasnya sudah menerapkan WHISTLEBLOWING SYSTEM . Berikut ini gambaran 

implementasi Whistleblowing Systemnya. 

  

8.2. WHISTLEBLOWING SYSTEM DI STANDFORD UNIVERSITY  

Stanford memiliki sistem whistleblowing yang terintegrasi dalam University Code of 

Conduct, yang merupakan kumpulan peraturan Stanford University yang secara 

komprehensif mengatur perilaku komunitas Universitas Stanford. Kode etik universitas 

yang dulunya dikenal sebagai “Policy Number 1” secara eksplisit menyatakan bahwa 

kode etik tersebut mengikat seluruh komunitas Universitas Stanford, termasuk dosen, 

karyawan, mahasiswa, anggota steering committee, petugas kesehatan, konsultan, 

kontraktor, dan pemangku kepentingan yang bekerjasama maupun relawan yang bekerja 

untuk Universitas Stanford (Stanford, 1.1.1 University Code of Conduct, 2023). Kode 

ini menegakkan nilai-nilai integritas, keberagaman, rasa hormat, kebebasan 

berpendapat, kepercayaan, dan kejujuran dalam setiap aspek kegiatan. Disusun sesuai 

dengan hukum positif yang berlaku di pemerintah federal dan negara bagian, peraturan 

kementrian pendidikan, dan kontrak hukum yang disepakati. 

Universitas Stanford menekankan pengawasan dan partisipasi aktif dalam memastikan 

kepatuhan terhadap kode etik. Poin penting yang menjadi bagian inti dari Stanford 
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University Code of Guidelines yaitu menekankan pentingnya komitmen bersama jika 

terjadi pelanggaran dengan melaporkan kepada pihak berwenang, dengan jaminan 

bahwa pelaporan tidak akan mengancam studi, karir, atau aspek kehidupan lainnya. 

Dalam aplikasinya Stanford menyediakan enam saluran pelaporan, yaitu: 

1. Atasan langsung 

Atasan dapat mengonfirmasi, menegaskan, atau mengambil tindakan langsung 

sesuai ketentuan. Namun jika pelapor merasa ragu dan posisi mereka terancam 

karena atasan mereka adalah pelaku pelanggaran hukum, maka bisa menggunakan 

5 saluran lainnya:  

2. Departemen Sumber Daya Manusia 

3. Risk manager’s office, Office for Chief Risk Officer 

4. Office for General Council 

5. Office for Institutional Equity and Access 

6. Ethics and Compliance Helpline 

Mekanisme pelaporan anonim sangat penting bagi WHISTLEBLOWING SYSTEM yang 

diterapkan di Universitas Stanford. Melalui website helpline.stanford.edu yang memiliki 

format pelaporan anonim, pelapor dapat mengungkap penipuan, pelanggaran kode etik, 

pelanggaran hukum, dan tindakan tidak bermoral. Universitas Stanford terus 

memberikan apresiasi dan jaminan keamanan jika pelapor berani berpartisipasi dalam 

tahap investigasi. 

The Stanford University Code of Conduct menjelaskan bahwa setiap laporan yang 

terbukti sah dan meyakinkan di mata hukum akan diproses sesuai ketentuan hukum yang 

berlaku. Universitas Stanford juga menyarankan setiap pihak yang terlibat untuk bekerja 

sama dalam tahap investigasi dan menerapkan prinsip nonretaliasi atau retaliasi jika 

individu terbukti telah melanggar hukum. 

 

8.3. HCIS WHISTLEBLOWING POLICY  

Hwa Chong International School (HCIS) memiliki kebijakan pelaporan pelanggaran 

(Whistleblowing Policy) yang menegaskan komitmennya terhadap standar tertinggi 

dalam praktik tata kelola perusahaan yang baik dan budaya yang transparan. Kebijakan 

ini menyediakan kerangka kerja bagi para pemangku kepentingan untuk melaporkan 
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dugaan pelanggaran atau malpraktik tanpa takut akan pembalasan atau konsekuensi 

negatif. 

Tujuan dari penerapan WHISTLEBLOWING SYSTEM pada Hwa terungkap pada 

kebijakan pengungkapan pelanggaran yaitu untuk menyediakan framework guna 

mempromosikan pengungkapan pelanggaran yang bertanggungjawab dan aman tanpa 

takut akan pembalasan, diskriminasi, atau konsekuensi yang merugikan. 

Hwa juga menerapkan dan menjaga kerahasiaan dan memberikan Pelindungan kepada 

para pelapor. Sekolah berkomitmen untuk melindungi pelapor yang bertindak dengan 

itikad baik dan tidak akan membiarkan pelapor dilecehkan atau menjadi korban. Semua 

laporan akan ditangani dengan kerahasiaan yang ketat. Identitas pelapor akan 

dirahasiakan, kecuali jika diwajibkan oleh hukum atau dengan persetujuan pelapor. 

Pelapor yang membuat laporan palsu dengan sengaja atau untuk keuntungan pribadi, 

maka sekolah berhak mengambil tindakan disipliner terhadap pelapor tersebut. 

Prosedur yang diterapkan oleh Hwa untuk menerima pelaporan diterapkan dengan 

proses yang mengakomodasi berbagai pemangku kepentingan tetapi tetap independen. 

Pemangku kepentingan atau individu yang mencurigai adanya pelanggaran dapat 

mengirimkan laporan melalui email ke whistleblowing@hcis.edu.sg dengan 

menyertakan informasi seperti: 

1. Lokasi dugaan pelanggaran 

2. Pihak yang terlibat 

3. Sifat dugaan pelanggaran 

4. Rincian dan bukti pendukung (foto, dokumen, pernyataan dan/atau catatan) 

5. Nama, alamat, dan nomor telepon pelapor (opsional) 

Email ini akan dikelola oleh kepala HR (atau individu lain yang ditunjuk oleh Dewan 

atau Kepala sekolah). Laporan yang tidak jelas atau kurang informasi dapat 

menghambat proses investigasi dan mungkin tidak akan ditindaklanjuti. Staf dapat 

melaporkan kekhawatiran mereka kepada atasan langsung atau ke atasan tingkat 

selanjutnya atau pihak lain yang sesuai dan dapat diakses dengan aman, sesuai dengan 

struktur organisasi internal. Pihak eksternal juga dapat melaporkan langsung kepada 

mailto:whistleblowing@hcis.edu.sg
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Kepala Sekolah dan/atau Ketua Komite Manajemen Sekolah dan/atau Ketua Dewan 

HCIS 

Dalam proses penanganan laporan, ada ketentuan sebagai berikut:  

a. Jika pelapor mencantumkan identitas dan detail kontaknya, maka dalam waktu 5 hari 

kerja pelapor akan menerima konfirmasi penerimaan laporan. 

b. Setelah menerima laporan, Kepala HR akan melakukan penilaian awal dan meneruskan 

laporan ke anggota manajemen sekolah atau Dewan yang berwenang untuk memulai 

investigasi guna mengumpulkan fakta. 

c. Selama investigasi, sekolah dapat menghubungi pelapor atau pihak lain untuk 

mendapatkan informasi tambahan. 

Sedangkan berbagai model penanganan atas pelaporan, antara lain ditangani melalui:  

1. Investigasi internal 

2. Rujukan ke auditor eksternal 

3. Rujukan ke lembaga penegak hukum yang berwenang 

4. Investigasi oleh pihak independen 

Kasus pelanggaran serius akan diteruskan kepada Ketua Dewan, yang dapat membentuk 

Komite Investigasi untuk menilai validitas laporan dan merekomendasikan langkah-

langkah tindak lanjut (baik bersifat korektif, remedial, pencegahan, atau penegakan 

regulasi). Untuk laporan anonim, keluhan akan dievaluasi berdasarkan tingkat 

keseriusan masalah yang diangkat, kredibilitas laporan, dan bukti pendukung. 

Jika informasi yang diberikan dianggap tidak cukup atau laporan dinilai tidak memiliki 

dasar yang kuat, sekolah dapat memutuskan untuk tidak melanjutkan penyelidikan lebih 

lanjut. Hasil investigasi akan dirahasiakan dan tidak akan diungkapkan atau 

didiskusikan dengan siapa pun selain mereka yang memiliki kepentingan sah untuk 

mengetahuinya. 

8. Whistleblowing Policy of Colegios Laude Slu 

Colegios Laude Slu, menerapkan WHISTLEBLOWING SYSTEM dengan tujuan sebagai 

berikut: 
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1. Mendorong rekan kerja dan semua pihak yang bekerja dengan sekolah untuk 

melaporkan dugaan pelanggaran sesegera mungkin. 

2. Memperkuat budaya pelaporan, infrastruktur integritas organisasi, serta mendorong 

komunikasi sebagai mekanisme untuk mencegah dan mendeteksi ancaman terhadap 

kepentingan publik. 

3. Memberikan Pelindungan yang memadai bagi pelapor, sehingga mereka dapat 

menyampaikan kekhawatiran secara jujur tanpa takut akan pembalasan, bahkan jika 

laporan tersebut ternyata keliru 

Dari sisi pelapor diidentifikasi dan disosialisasikan , antara lain pelapornya adalah: 

Karyawan atau individu yang bekerja untuk perusahaan 

1. Pemegang saham, peserta, dan anggota badan administratif, manajemen, atau pengawas 

perusahaan, termasuk anggota non-eksekutif 

2. Pekerja mandiri atau administrator perusahaan subkontraktor yang bekerja dengan 

perusahaan. 

3. Individu yang bekerja untuk atau di bawah pengawasan dan arahan kontraktor, 

subkontraktor, dan pemasok. 

4. Pelapor yang mengungkapkan pelanggaran yang diperoleh dalam kerangka hubungan 

kerja atau hubungan hukum yang telah berakhir, termasuk sukarelawan, pekerja 

magang, pekerja dalam masa pelatihan, serta mereka yang hubungan kerjanya belum 

dimulai. 

5. Perwakilan hukum karyawan dalam menjalankan fungsi mereka untuk memberikan 

nasihat dan dukungan kepada pelapor. 

6. Individu yang dalam kerangka organisasi tempat pelapor bekerja, membantu pelapor 

dalam proses pelaporan. 

7. Individu yang terkait dengan pelapor dan yang mungkin mengalami pembalasan, seperti 

rekan kerja atau anggota keluarga pelapor 

Adapun Tindakan -tindakan yang dapat diterima dalam laporan whistle blowing antara lain:  

1. Tindakan atau kelalaian apapun yang merupakan pelanggaran hukum  
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2. Tindakan atau kelalaian yang merupakan tindak pidana atau pelanggaran 

administratif yang serius atau sangat serius 

3. Pelanggaran hukum ketenagakerjaan tentang kesehatan dan keselamatan kerja di 

tempat kerja 

Saluran informasi internal yang dimiliki oleh HCIS adalah: 

1. ISP School memiliki saluran informasi internal untuk melaporkan dugaan 

pelanggaran atau tindakan tidak etis dalam organisasi.  

2. Laporan dapat disampaikan secara tertulis melalui formulir online (melalui tautan 

https://forms.gle/qUXvwpiCnLVSGKSj6). Pelapor juga dapat meminta pertemuan 

dengan pihak yang bertanggung jawab atas pemrosesan laporan melalui formulir 

yang sama, 

3. Secara lisan melalui pesan suara di kolom yang tersedia pada situs web, yang 

diamankan dalam sistem,  

4. Atau langsung kepada Direktur sekolah yang kemudian akan meneruskan laporan 

kepada Direktur HR Regional atau Wakil Direktur Regional untuk menindaklanjuti 

serta menyelidiki laporan yang diajukan. 

5. Jika membutuhkan saran sebelum membuat laporan. Dapat menghubungi 

Compliance Department (compliance.iberia@ispschools.es) 

6. Pelaporan dapat dilakukan secara anonim atau dengan identitas terbuka. Jika 

pelapor mengungkapkan identitasnya dan ingin mendapatkan informasi terkait 

tindak lanjut laporan, mereka harus menyediakan alamat email atau alamat rumah. 

Perusahaan berkomitmen untuk mengirimkan tanda terima laporan dalam waktu 

tujuh hari, kecuali jika hal tersebut berisiko membahayakan kerahasiaan informasi. 

Selain itu, perusahaan berhak meminta informasi tambahan dari pelapor selama 

investigasi berlangsung 

Agar laporan dapat diterima dan diproses, laporan harus mencantumkan tiga elemen 

utama: 

1. Sekolah tempat pelanggaran terjadi. 

2. Deskripsi singkat mengenai dugaan pelanggaran dan bukti pendukung. 

3. Individu atau kelompok yang menjadi subjek laporan. 

https://forms.gle/qUXvwpiCnLVSGKSj6
mailto:compliance.iberia@ispschools.es
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Setiap laporan yang diterima akan didaftarkan dalam berkas kasus dan disimpan dalam 

bentuk fisik serta digital untuk mencegah kehilangan atau penghapusan data. Semua 

pihak yang terlibat dalam investigasi diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan informasi, 

dan pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat dikenakan sanksi. 

Komunikasi 

Proses komunikasi mengunakan pemikitan bahwa pelapor adalah saksi, bukan penyelidik, 

dan tidak perlu menunggu bukti kuat sebelum melaporkan dugaan pelanggaran. Laporan 

harus mencakup nama orang yang terlibat, tanggal kejadian, dan bukti relevan agar 

investigasi dapat berjalan efektif. 

Investigasi  

Proses investigasi diterapkan untuk semua laporan ditanggapi serius dan akan diputuskan 

apakah perlu investigasi lebih lanjut. Investigasi dilakukan dalam maksimal 3 bulan, dengan 

tetap menjaga kerahasiaan dan menghormati asas praduga tak bersalah. Kasus dapat 

diteruskan ke auditor eksternal atau pihak berwenang jika diperlukan. Hasil investigasi akan 

dicatat dalam Buku Register untuk menjaga kerahasiaan dan dokumentasi. 

Advice dan support 

Untuk menguatkan dan membesarkan hari pelapor, staf dapat mencari dukungan dari 

asosiasi profesional atau serikat pekerja sebelum melaporkan pelanggaran. Jika pelapor 

mengalami dampak negatif akibat laporan, mereka dapat mengajukan keluhan resmi ke 

pemberi kerja. Departemen HR bertanggung jawab untuk memastikan pelapor tidak menjadi 

korban atas laporan mereka. 

Kerahasiaan  

Hal utama yang dirahasiakan adalah identitas pelapor akan dirahasiakan jika diminta dan 

tidak akan diungkap tanpa persetujuan mereka. Metode Pelaporan anonym diterapkan 

dengan: 

1. Kebijakan whistleblowing bertujuan untuk melindungi individu dari pembalasan 

atau tindakan merugikan. Namun, pelaporan anonim kurang memiliki kekuatan, 

lebih sulit untuk diselidiki, dan sering kali dianggap kurang kredibel. 

2. Jika laporan diajukan secara anonim, keputusan untuk menyelidikinya akan dibuat 

oleh Direktur Sekolah, Manajemen SDM, dan/atau Manajer Regional. Dalam 
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mengambil keputusan ini, mereka akan mempertimbangkan keseriusan masalah 

yang dilaporkan, kredibilitas laporan, serta kemungkinan mendapatkan bukti 

pendukung dari sumber lain. 

3. Pelindungan bagi whistleblower 

Diatur juga hak atas Pelindungan bagi pelapor, sebagai berikut: 

1. Pelapor berhak mendapatkan Pelindungan jika memiliki alasan yang masuk akal 

untuk percaya bahwa informasi yang mereka laporkan adalah benar, meskipun 

mereka tidak memiliki bukti yang konklusif. Informasi yang dilaporkan harus sesuai 

dengan ruang lingkup kebijakan ini. 

2. Penting untuk dicatat bahwa kerahasiaan proses tidak selalu berarti anonimitas. 

Otoritas Pelindungan Data Spanyol telah beberapa kali menyatakan keberatan 

terhadap laporan anonim karena bertentangan dengan ketentuan dalam Panduan 

Pelindungan Data dalam Hubungan Kerja (AEPD, 2009). 

3. Laporan atau pengungkapan harus dilakukan sesuai dengan persyaratan yang 

ditetapkan dalam kebijakan ini 

4. Dalam beberapa kasus, investigasi dapat mengarah pada proses hukum atau 

disipliner. Jika hal ini terjadi, pelapor mungkin diminta untuk memberikan 

pernyataan tertulis atau memberikan kesaksian dalam sidang.  

5. Kepala Sekolah, Direktur HR Regional, atau Wakil Direktur Regional akan 

memberikan dukungan kepada pelapor dan memastikan bahwa mereka memahami 

proses yang akan terjadi. Jika Kepala Sekolah atau Direktur HR Regional terlibat 

dalam kasus tersebut, maka Tim Kepatuhan akan menangani Pelindungan pelapor. 

6. Tindakan balas dendam, ancaman, atau upaya pembalasan terhadap pelapor 

dilarang keras. 

k. Pembebasan dan pengurangan sanksi 

Jika seseorang yang terlibat dalam pelanggaran adalah pihak yang melaporkan kasus 

tersebut sebelum penyelidikan atau prosedur sanksi dimulai, mereka dapat dibebaskan 

dari sanksi administratif jika memenuhi syarat berikut: 

1. Berhenti melakukan pelanggaran saat laporan diajukan dan mengidentifikasi pihak 

lain yang terlibat dalam pelanggaran tersebut 

2. Bekerja sama sepenuhnya selama proses investigasi 
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3. Memberikan bukti yang relevan tanpa menyembunyikan atau menghancurkan 

informasi, serta tidak membocorkan isi laporan kepada pihak ketiga 

4. Memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkan akibat pelanggaran tersebut 

Jika tidak memenuhi semua kriteria di atas, termasuk hanya melakukan perbaikan 

sebagian terhadap kerugian, pihak berwenang dapat mempertimbangkan 

pengurangan sanksi berdasarkan tingkat kerja sama yang diberikan. 

Laporan yang tidak berdampak pada kepentingan publik 

Sekolah tidak akan mentoleransi penyalahgunaan kebijakan ini. Laporan yang dibuat dengan 

niat buruk, secara sembrono, atau dengan sengaja memberikan informasi palsu dapat 

mengakibatkan tindakan disipliner, termasuk: 

a. Bagi staf sekolah dapat berujung pada sanksi disipliner. 

b. Bagi staf kontrak melalui agen dapat menyebabkan pemutusan kontrak oleh agen 

yang mempekerjakan mereka. 

c. Bagi kontraktor masalah ini akan dilaporkan kepada manajer kontrak yang 

berwenang untuk menentukan tindakan yang tepat. 

Revisi dan pengawasan kebijakan 

1. ISP Regional, melalui badan pengambil keputusan dan bekerja sama dengan pihak 

sekolah, memiliki tanggung jawab utama dalam mengawasi penerapan kebijakan ini. 

2. Otoritas Independen untuk Pelindungan Informan (A.A.I.) akan memberikan 

dukungan untuk kasus pelanggaran yang terjadi di sektor swasta. 

3. Jika pelanggaran hanya terjadi dalam lingkup wilayah tertentu, maka otoritas otonom 

daerah yang bersangkutan akan bertanggung jawab dalam menangani kasus tersebut. 

4. Berfokus pada pengalaman whistleblower di Belanda, mengkaji motivasi mereka, 

tindakan yang dilakukan, respons organisasi, dan dampaknya terhadap kesejahteraan 

pelapor 
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8.4. PENERAPAN WHISTEBLOWING SYSTEM DI BELANDA 

Eksplorasi tentang penerapan WHISTLEBLOWING SYSTEM dibelanda diawali elitian ini 

menggunakan metode kualitatif melalui 20 wawancara mendalam dengan whistleblower di 

Belanda. 

Motivasi whistleblower 

Wawancara dilakukan untuk mengetahui motivasi para whistleblower untuk mengungkap 

fakta tentang kecurangan, kelalaian dan korupsi yang ditemuinya atau diketahuinya. 

Motivasi utama adalah perasaan bahwa “ada yang salah” atau “tidak sesuai” dalam 

organisasi. Beberapa pelapor merasa memiliki kewajiban moral untuk melaporkan 

pelanggaran, terutama ketika masalah tersebut bertentangan dengan nilai-nilai etis atau 

kebijakan organisasi. Banyak pelapor tidak melihat diri mereka sebagai whistleblower 

hingga mereka terlibat lebih dalam proses tersebut. 

Tindakan whistleblower 

Pertanyaan tentang Tindakan whistleblower atas 20 orang tersebut dapat dirumuskan bahwa 

whistleblower cenderung melapor secara internal terlebih dahulu, biasanya kepada atasan 

langsung atau dewan organisasi. Ketika laporan internal tidak ditanggapi, pelapor sering 

beralih ke saluran eksternal, seperti media atau institusi pendukung seperti Dutch 

Whistleblowers Authority. Whsitleblower sering menggumpulkan bukti dan 

mendokumentasikan langkah-langkah mereka untuk membuktikan legitimasi laporan 

mereka 

Respon organisasi 

Adapun pertanyaan tentang respon organisais mendapat tanggapan sebagian besar 

organisasi bereaksi negatif terhadap whistlebloweing, termasuk: 

1. Penolakan laporan: organisasi meremehkan atau menyangkal pentingnya laporan 

2. Pelecehan atau retaliasi: beberapa whistleblower dipecat, diasingkan, atau diserang 

karakternya 

3. Budaya organisasi toxic → manipulasi, hierarki yang kaku, dan kurangnya transparansi 

memperburuk situasi bagi whistleblower. 

4. Reaksi organisasi sangat bergantung pada tingkat pelanggaran. Jika pelanggaran 

melibatkan manajemen senior, organisasi cenderung lebih defensif. 
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Undang-undang seperti Dutch Whistleblower Act (2016) telah memberikan Pelindungan 

legal, tetapi implementasinya masih lemah. Studi ini menyarankan perlunya protokol yang 

lebih baik dan dukungan institusional untuk memastikan whistleblower dapat melaporkan 

pelanggaran tanpa menghadapi retaliasi. Whistleblowing terjadi karena pelapor merasa ada 

yang salah dan perlu diperbaiki. Namun proses ini memiliki dampak besar pada 

kesejahteraan mereka. Whistleblower sering mengalami stres berkepanjangan, kecemasan, 

PTSD, dan isolasi sosial. Beberapa pelapor bahkan merasa kehilangan kepercayaan pada 

organisasi secara keseluruhan. Dampak ini diperburuk oleh kurangnya dukungan dari 

kolega dan tekanan organisasi yang signifikan 

 

 

8.5. WHISTLEBLOWING SYSTEM DI NORWEGIA  

Whistleblowing sebagai perpanjangan demokrasi di tempat kerja, dengan fokus pada 

implementasi dan dampaknya di Norwegia. Implementasi whistleblowing di Norwegia 

diatur dalam Working Environment Act (WEA) sejak 2007 dan dirancang untuk melindungi 

karyawan yang melaporkan pelanggaran di tempat kerja. Berdasarkan data survei nasional 

di Norwegia dari tahun 2016-2022, responden terdiri dari karyawan yang bekerja di berbagai 

sektor, yang diminta untuk melaporkan pelanggaran yang mereka saksikan atau alami dalam 

12 bulan terakhir diperoleh hasil sebagai berikut 

a. Peran whistleblowing 

Whistleblowing dianggap sebagai bagian dari demokrasi tempat kerja yang memberikan 

ruang bagi karyawan untuk menyuarakan pelanggaran atau ketidakadilan tanpa takut akan 

pembalasan. Selain itu juga untuk memperluas kebebasan berekspresi ditempat kerja, 

terutama untuk melaporkan tindakan yang merusak atau melanggar hukum. Whistleblowing 

berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan transparansi dan etika di organisasi 

b. Jenis pelanggaran yang dilaporkan 

Jenis pelanggaran yang dilaporkan dapat dikelompokkan dalam beberapa hal sebagai 

berikut: 

1. Pelecehan psikososial: (mendominasi laporan, sekitar 66% dari laporan), mencakup 

konflik interpersonal dan intimidasi ditempat kerja, dectructive management 

behavior, pelecehan, diskriminasi, bullying 
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2. Kegagalan sistem: masalah operasional dan resiko terhadap keselamatan jiwa & 

kesehatan (10& dari total pelaporan pada tahun 2022) 

3. Pelanggaran finansial: korupsi dan penyalahgunaan dana (lebih jarang dilaporkan 

dibanding pelanggaran lainnya, sekitar 3-4%) 

c. Saluran pelaporan 

Saluran pelaporan diciptakan untuk dapat menampung laporan-laporan yang masuk. Saluran 

pelaporan dari hasil wawancara diperoleh informasi sebagai berikut: 

1. Pelaporan internal: mayoritas karyawan melapor ke manajemen, perwakilan serikat 

pekerja, HR, atau safety representatives di tempat kerja. 

2. Pelaporan eksternal: dilakukan jika pelaporan internal tidak menghasilkan solusi. 

Dengan otoritas publik seperti Labor Inspection Authority atau institusi pemerintah 

lain yang relevan 

d. Pelindungan whistleblower (dijamin oleh WEA) 

Pelindungan terhadap whistleblower diberikan sesuai dengan jaminan yang diberikan oleh 

WEA, yang meliputi; 

1. Kerahasiaan: Pealpor memiliki hak untuk tetap anonim saat melapor 

2. Larangan retaliasi: Tindakan balasan seperti pelecehan, perubahan tugas kerja, 

penangguhan, atau pemecatan terhadap pelapor dilarang keras. 

3. Kewajiban perusahaan/organisasi pemberi kerja 

4. Menangani pelaporan dengan cepat dan tidak memihak 

5. Memberikan lingkungan kerja yang aman bagi pelapor selama proses investigasi 

6. Setiap perusahaan dengan lebih dari 5 karyawan wajib menyediakan prosedur 

tertulis untuk menangani laporan. dengan melibatkan serikat pekerja atau safety 

representatives dalam penyusunan prosedur. 

e. Tantangan dalam pelaksanaan 

1. Ambiguitas definisi dan proses 

 Pemberi kerja memiliki wewenang untuk menentukan apakah suatu laporan 

memenuhi syarat sebagai whistleblowing. Sehingga ini menciptakan potensi untuk 

mengabaikan laporan yang penting 

2. Peran pihak ketiga 
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Dalam beberapa kasus, perusahaan menggunakan konsultan atau firma hukum 

independen untuk menyelidiki laporan. Namun, pendekatan ini kadang 

meningkatkan konflik 

3. Asimetri kekuasaan  

Pelapor seringkali berada dalam posisi lebih lemah dibandingkan organisasi, 

meskipun memiliki hak hukum 

4. Banyak karyawan ragu untuk melapor karena takut akan konsekuensi negatif atau 

merasa laporan tidak akan menghasilkan perubahan 

f. Efektivitas dan dampak whistleblowing 

Efektivitas penetapan whistleblowing istem, berdasarkan hasil survei menunjukkan bahwa: 

1. 19% karyawan telah mengamati pelanggaran serius 

2. Dari jumlah tersebut, sekitar 8-9% benar-benar melaporkannya 

3. Hanya 36% yang merasa laporan mereka menghasilkan perbaikan 

4. Sekitar 5-8% whsitleblower melaporkan bahwa laporan mereka menghasilkan 

dampak negatif terhadap organisas (memburuknya situasi) 

5. 40% merasa tidak ada perubahan signifikan 

6. 20% melaporkan adanya reaksi negatif, seperti pengucilan atau pembalasan 

7. Sebagian pelapor mengalami tanggapan yang ambigu atau tidak ada tanggapan sama 

sekali 

Kesimpulan 

Dari gambaran penerapan WHISTLEBLOWING SYSTEM Baik Stanford University maupun 

Universitas Indonesia, mereka memiliki regulasi terkait whistleblowing. Stanford 

menerapkannya melalui University Code of Conduct, sementara UI memiliki SIPDUGA 

yang diatur dalam Peraturan Rektor No. 028 Tahun 2018. 

1. Stanford memiliki enam saluran pelaporan, sementara UI hanya memiliki satu 

saluran utama melalui SIPDUGA 
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2. Stanford lebih unggul dalam Pelindungan pelapor dengan adanya mekanisme 

pelaporan anonim dan sistem yang lebih kompleks dalam menangani laporan. 

3. Sistem whistleblowing UI masih dapat ditingkatkan dengan menambah lebih banyak 

saluran pelaporan dan meningkatkan Pelindungan bagi pelapor. 
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BAB 9 

WHISTLEBLOWING SYSTEM DI DUNIA PENDIDIKAN 
INDONESIA 

 

9.1.  PENDAHULUAN 

Banyak penelitian yang sudah dilakukan untuk mengkaji peran whistleblower dalam 

dunia pendidikan. Penelitian ini dilakukan mengingat kejahatan, manipulasi, penipuan 

bukan hanya terjadi di dunia bisnis tetapi juga didunia pendidikan. Disisi lain dunia 

pendidikan harus menjaga value integritas dalam upaya pengelolaan aktivitasnya dan 

menjaga pemenuhan visi dan misinya. 

Beragam hasil diperoleh dari berbagai penelitian tentang whistleblowing ini, karena 

beragam segi / aspek juga yang diteliti. Pada bab ini lebih akan menggambarkan 

implementasi WHISTLEBLOWING SYSTEM pada berbagai perguruan tinggi. 

 

9.2. WHISTLEBLOWING SYSTEM DI UNIVERSITAS INDONESIA  

UI memiliki sistem pelaporan dugaan pelanggaran yang disebut SIPDUGA, yang diatur 

dalam Peraturan Rektor No. 028 Tahun 2018. SIPDUGA adalah mekanisme pelaporan 

tindakan atau perbuatan yang diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku 

Universitas Indonesia, serta peraturan internal dan peraturan perundang-undangan yang 

dilakukan oleh warga UI. Warga UI yang dimaksud adalah civitas akademika, tenaga 

kependidikan, dan anggota majelis wali amanat 

Penanggungjawab SIPDUGA adalah majelis wali amanat yang melakukan pengawasan 

dan evaluasi terhadap pengelolaannya. Tim yang menerima laporan adalah tim audit 

majelis wali amanat yang bertindak untuk dan atas nama majelis wali amanat dengan 

tugas pokok:  

1. Melakukan verifikasi awal atas laporan dugaan pelanggaran, 
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2. Menyampaikan laporan dugaan pelanggaran yang telah lolos tahap verifikasi awal 

kepada pihak pelaksana untuk penyelesaian laporan dugaan pelanggaran,  

3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan SIPDUGA, 

4. Memberikan informasi kepada pelapor mengenai perkembangan laporannya, dan  

5. Menyampaikan laporan berkala mengenai pengelolaan SIPDUGA kepada 

penanggung jawab SIPDUGA.  

Selanjutnya, pihak pelaksana penyelesaian laporan dugaan pelanggaran adalah organ yang 

ditunjuk langsung oleh UI. (UI, Peraturan Rektor Nomor 028 Tahun 2018 tentang Sistem 

Pelaporan Dugaan Pelanggaran, 2018). Penetapan peraturan rector no 028 (peraturan 

SIPDUGA) ini memiliki maksud dan tujuan: 

1. Sebagai acuan dalam penanganan pelaporan dugaan pelanggaran 

2. Memastikan terselenggaranya mekanisme penyelesaian pelaporan dugaan pelanggaran 

secara sistematis dan efektif 

3. Menjadi acuan dalam pengembangan sistem informasi pendukung SIPDUGA 

4. Menjunjung tinggi kode etik dan pedoman perilaku Universitas Indonesia serta 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

5. Menjaga nama baik UI sebagai institusi pendidikan yang mengedepankan asas 

kebenaran, kejujuran, dan kewajaran 

6. Menjadi bahan evaluasi dan perbaikan tata kelola Universitas Indonesia 

UI melaksanakan SIPDUGA dengan asas kerahasiaan, Pelindungan, kemandirian, 

akuntabilitas, kebenaran substantif, dan legalitas. Penyelesaian laporan dugaan pelanggaran 

dilakukan dengan mekanisme yang cukup efisien. Laporan pelapor harus disampaikan 

secara tertulis dengan mengisi formulir yang disediakan. Pelapor dapat memilih untuk 

mencantumkan namanya atau tidak Setiap laporan yang diterima akan diberikan nomor 

pengaduan oleh tim administrasi yang menerima laporan Dugaan pelanggaran yang dapat 

dilaporkan adalah pelanggaran yang dilakukan paling lama lima tahun terakhir. 

Proses pemantauan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 

1. Pemantauan tindak lanjut pelaporan dugaan pelanggaran dilakukan oleh Dewan Guru 

Besar (DGB) yang menjadi tanggung jawab komite etik DGB. 
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2. Rektor menugaskan SPI (Satuan Pengawasan Internal) untuk memantau tindak lanjut 

pelaporan dugaan pelanggaran yang menjadi tanggung jawab rektor.  

3. Dewan Pembina menugaskan komite audit untuk memantau tindak lanjut pelaporan 

dugaan pelanggaran secara keseluruhan.  

4. Pihak pelaksana melaporkan perkembangan laporan tindak lanjut secara berkala atau 

sewaktu-waktu jika diminta oleh komite audit. 

 

9.3. WHISTLEBLOWING DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

Universitas Brawijaya (UB) memiliki WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS) yang bertujuan 

untuk menanggulangi laporan penipuan atau kecurangan, terutama saat seleksi masuk 

Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Sistem ini memungkinkan pelaporan dugaan pelanggaran 

dan/atau kejahatan yang terjadi di lingkungan UB. 

Tujuan dan fungsi dari WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS) secara lengkap dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 

1. Menanggulangi laporan penipuan atau kecurangan selama masa seleksi masuk PTN 

2. Menyediakan saluran bagi siapa saja yang mendapatkan informasi tentang kejadian 

yang mencurigakan di UB untuk melaporkannya 

3. Sebagai forum pengaduan untuk mengidentifikasi permasalahan dan menyiapkan solusi 

yang tepat 

Implementasi WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS) di Universitas Brawijaya, dijabarkan 

secara detail sebagai berikut: 

1. Tahap awal dilakukan sosialisasi WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)  

Sosialisasi WBS UB dinilai kurang maksimal karena baru digalakkan pada tahun 2022, 

diperparah oleh pandemi dan pemanfaatan teknologi yang belum efektif. 

WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS) Universitas Brawijaya memberikan link sebagai 

pintu bagi pelapor untuk menyampaikan informasi terkait dugaan pelanggaran 

2. Siapa yang dapat menyampaikan pengaduan 
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Dalam system Whistleblowing Universitas Brawijaya seluruh pegawai, mahasiswa dan 

masyarakat yang berhubungan dengan Universitas Brawijaya dapat menyampaikan 

pengaduan. 

a. Pengaduan terdiri dari pengaduan whistleblower dan pengaduan masyarakat 

b. yang dimaksud Whistleblower adalah pegawai dan mahasiswa Universitas 

Brawijaya 

c. yang dimaksud Masyarakat adalah masyarakat yang berhubungan dengan 

Universitas Brawijaya 

3. Bentuk pengaduan yang dapat disampaikan dalam Whistleblowing System 

Bentuk pengaduan yang dapat disampaikan, meliputi dugaan: 

a. penyalahgunaan wewenang 

b. pelanggaran disiplin Pejabat/Pegawai 

c. tindak pidana korupsi 

d. melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat 

e. benturan kepentingan 

4. Cara melaporkan pelanggaran dan kecurangan yang ditemuinya  

Untuk melaporkan dugaan pelanggaran, dapat mengakses WHISTLEBLOWING SYSTEM 

(WBS) Universitas Brawijaya melalui wbs.ub.ac.id. Pengaduan wajib dilampiri dengan bukti 

dukung baik berupa hasil scan dokumen, foto, dan video. 

5. Kriteria pengaduan yang dapat ditindak lanjuti 

Untuk efektivitas penerapan WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS) Universitas Brawijaya , 

ada filter yang disusun terkait dengan pengaduan yang dapat ditindaklanjuti . Kriteria 

pengaduan tersebut adalah: memuat 5W dan 2 H , yaitu  

a. What menyangkut apa substansi pengaduan 

b. Where, Dimana perbuatan tersebut dilakukan 

c. When, Kapan waktu kejadian 

d. Who, Siapa pihak yang terlibat 

e. How, Bagaimana kronologis kejadian 

https://wbs.ub.ac.id/
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f. How much, seberapa banyak kerugian yang ditimbulkan 

6. Hak dan kewajiban setelah menyampaikan pengaduan: 

Hak bagi pelapor adalah: (1). melaporkan dugaan pelanggaran. (2). laporan pengaduan yang 

disampaikan wajib ditindaklanjuti. (3). memperoleh standar pelayanan penanganan laporan 

pengaduan (4). mendapat Pelindungan (5). mendapat informasi mengenai perkembangan 

pengaduan (6). mencabut laporannya (7). mendapat penghargaan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan 

Adapun kewajiban pelapor adalah: (1). melampirkan dan/atau melengkapi hal-hal terkait 

laporan pengaduan sesuai dengan ketentuan. (2). menyampaikan bukti-bukti pendukung 

laporan pengaduan 

7. Antisipasi atas pelaporan yang tidak benar 

Jika dalam hal hasil pemeriksaan lebih lanjut didapatkan kondisi bahwa pelapora tidak 

benar, dan yang dilaporkan bukan merupakan penyalahgunaan wewenang, melakukan 

hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat, benturan kepentingan, atau tindak pidana 

korupsi, Tim UPGPP/TP3G merekomendasikan pemulihan nama baik teradu kepada 

Rektor. 

Jika terjadi pengaduan palsu, maka Whistleblower yang berdasarkan hasil pemeriksaan 

terbukti menyampaikan pengaduan palsu dan/atau menyampaikan pengaduan yang bersifat 

fitnah dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

8. Efektivitas sistem 

Efektivitas WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS) Universitas Brawijaya masih memerlukan 

waktu dan penentuan indikator pada penanganan kasus. WHISTLEBLOWING SYSTEM 

(WBS) Universitas Brawijaya dapat dijadikan upaya untuk lebih waspada terhadap potensi 

kecurangan 

 

9.4.  WHISTLEBLOWING DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN 

Zona integritas UPI (Universitas Pendidikan Indonesia) memperkenalkan 

WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS) sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan 

pelayanan UPI. Sistem ini menjadi sarana untuk mengawasi dan mengevaluasi layanan yang 
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dijalankan, memberikan kontrol terhadap setiap stakeholder yang terlibat, dan sebagai 

sarana pengaduan yang efektif khususnya bagi civitas UPI dan umumnya bagi masyarakat. 

1. Proses pelaporan dilakukan dengan melibatkan Civitas FPOK (Fakultas Pendidikan 

Olahraga dan Kesehatan) UPI dan masyarakat dapat menyampaikan informasi terkait 

pelanggaran yang dilakukan oleh dosen, tenaga kependidikan, atau mahasiswa lain 

melalui surel (fpok@upi.edu) dan Whatsapp. Civitas SPs (Sekolah Pascasarjana) UPI 

dan masyarakat dapat menyampaikan informasi terkait pelanggaran melalui surel 

(pascasarjana@upi.edu)  

2. Kerahasiaan identitas pelapor sebagai whistleblower dijamin oleh tim Zona Integritas 

sehingga pelapor tidak perlu merasa khawatir dan sungkan untuk melaporkan tindak 

pelanggaran. 

3. Bentuk pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui WBS adalah tindak KKN, 

gratifikasi. Penyalahgunaan wewenang, tindak pelecehan, pelanggaran disiplin, 

pemerasan, atau pengancaman. Laporan disebutkan mengenai hal apa dan kapan 

pelanggaran tersebut dilakukan, siapa yang terlibat dalam tindak pelanggaran tersebut, 

dimana dan bagaimana pelanggaran tersebut terjadi. Pelapor juga dapat melampirkan 

bukti dalam bentuk gambar, video, rekaman suara, atau dokumen agar proses 

penindaklanjutan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan mendapat penanganan yang 

tepat 

 

9.5. WHISTLEBLOWING DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

 Latar belakang diciptakan WHISTLEBLOWING SYSTEM di universitas negeri 

semarang adalah pemahaman bahwa setiap insan UNNES dituntut untuk melaksanakan 

kegiatannya dengan penuh tanggung jawab, transparan dan akuntabel, serta dengan 

menghindari aktivitas/kegiatan yang mengarah kepada tindakan yang tidak beretika atau 

melanggar pedoman perilaku, dan benturan kepentingan. Sebagai wujud komitmen 

lembaga terhadap implementasi tata kelola yang baik (Good Governance), dan dalam 

rangka mencegah dan melakukan deteksi dini atas pelanggaran yang mungkin terjadi di 

lingkungan UNNES, maka UNNES memandang penting untuk ditetapkan suatu 

pedoman WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS) UNNES. 

Dasar hukum yang digunakan untuk menjalankan WHISTLEBLOWING SYSTEM 

adalah: 

mailto:fpok@upi.edu
mailto:pascasarjana@upi.edu
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1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang 

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409); 

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelindungan Khusus 

bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4335); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran 

Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6250); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 

Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5500); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri 

Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6824); 
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7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 60 Tahun 2016 

tentang Pedoman Penanganan Pelapor Whistleblower dan Pelapor Masyarakat di 

Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1460); 

8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang 

Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor UNNES; 

Prinsip dasar yang dipegang dalam menerima laporan dan menindaklanjuti laporan 

adalah menggunakan dasar 5W 2 H. Penyampaian laporan dugaan pelanggaran yang 

dilakukan oleh pelapor harus memberikan informasi, bukti, atau dugaan yang jelas atas 

terjadinya pelanggaran yang dilaporkan dan memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 

1. What: Apa dugaan pelanggaran yang diketahui Pelapor? 

2. Where: Dimana perbuatan pelanggaran tersebut terjadi/dilakukan? 

3. When: Kapan perbuatan pelanggaran tersebut dilakukan? 

4. Who: Siapa saja yang terlibat dalam perbuatan pelanggaran tersebut? 

5. How: Bagaimana perbuatan pelanggaran tersebut dilakukan? 

Pelaporan bisa dilakukan melalui Tata cara pelaporan melalui laman 

unnes.ac.id/pengaduan, bisa juga melalui pelaporan ke Satgas PPKS UNNES berkaitan 

dengan kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan 

Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dan atau Peraturan 

Rektor UNNES Nomor 24 Tahun 2021. Selain itu juga melalui email humas 

humas@mail.unnes.ac.id  

Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang oleh perguruan tinggi didasarkan 

Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2024 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran, 

masyarakat dapat melakukan pengaduan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan 

oleh perguruan tinggi melalui berbagai saluran aduan. Tata cara pengaduan 

penyalahgunaan wewenang adalah sebagai berikut: 

1. Pelaporan Pelanggaran dapat dilakukan melalui (a) mekanisme langsung dan (b) 

mekanisme tidak langsung. 

http://unnes.ac.id/pengaduan
mailto:humas@mail.unnes.ac.id
https://jdih.unnes.ac.id/f/cap-pr-nomor-10-tentang-sistem-pelaporan-pelanggaran-unnes-66a5e5d86bfbc-2?passcode=
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2. Mekanisme langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan 

dengan cara: a. Pelapor menyampaikan adanya dugaan Pelanggaran yang dilakukan 

oleh Terlapor kepada TP3; b. dalam hal Pelapor berpendapat bahwa pelaporan 

Pelanggaran kepada TP3 belum mendapat tindak lanjut yang memadai, maka 

Pelapor dapat menyampaikan pelaporan dugaan Pelanggaran kepada Rektor 

dan/atau Wakil Rektor yang membidangi Umum dan Keuangan; c. Mekanisme tidak 

langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara 

menghubungi atau menyampaikan dugaan adanya Pelanggaran kepada TP3 melalui 

surat, email, telepon, atau sistem online. d. Dalam penyampaian dugaan adanya 

Pelanggaran melalui mekanisme langsung, Pelapor harus mempertimbangkan hal- 

hal sebagai berikut: 

o Pelapor berpendapat bahwa penyelesaian atas Pelanggaran yang dilaporkan 

secara tidak langsung belum memadai; 

o terdapat alasan yang mendasar bahwa Terlapor akan menjadikan Pelapor 

sebagai korban intimidasi atau pemaksaan jika permasalahan yang terjadi 

diungkapkan secara internal; 

o terdapat keyakinan bahwa pengungkapan melalui mekanisme tidak langsung 

mengakibatkan penghilangan atau perusakan barang bukti; dan/atau 

o Pelapor berpendapat bahwa permasalahan yang dilaporkan merupakan suatu 

hal yang serius. 

• Dalam hal Pelapor berpendapat bahwa pelaporan Pelanggaran yang dilakukan 

melalui mekanisme langsung dan mekanisme tidak langsung sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) belum mendapat tindak lanjut yang memadai, maka Pelapor dapat 

menyampaikan pelaporan Pelanggaran kepada Kementerian terkait atau pihak lain 

yang berwenang. 

 

9.6.  WHISTLEBLOWING DI UNIVERSITAS GADJAH MADA 

 Implementasi Sistem Informasi Pelaporan Pelanggaran atau WHISTLEBLOWING SYSTEM 

(WBS) UGM merupakan bagian dari komitmen UGM dalam menciptakan budaya organisasi 
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yang bersih, transparan, dan bertanggungjawab. Sebagai bagian dari sosialisasi dan panduan 

terkait implementasi WBS, tersedia beberapa dokumen pendukung, yang meliputi: 

1. Peraturan Rektor Nomor 29 Tahun 2024 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran 

(Whistleblowing System). 

2. Surat Edaran Rektor Nomor 15406/UN1.P/PA.02.002/2024 tentang Pemberitahuan 

Implementasi Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) Universitas 

Gadjah Mada. 

3. Poster sosialisasi WBS UGM, yang dapat diaplikasikan pada media visual elektronik 

dan media sosial oleh masing-masing Unit Kerja. 

Pelaporan pelanggaran yang dapat disampaikan melalui WBS UGM mencakup, tetapi tidak 

terbatas pada: (sumber: surat edaran rektor UGM). Penyalahgunaan kewenangan, termasuk 

di dalamnya tindak korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme. Perilaku tidak terpuji, seperti, 

tetapi tidak terbatas pada tidak jujur, benturan kepentingan, dan/atau pemberian informasi 

menyesatkan yang berpotensi mencemarkan reputasi atau menimbulkan kerugian bagi 

UGM, Gratifikasi; dan tindak pelecehan dalam berbagai bentuk. 

Beberapa Indikasi pelanggaran yang dapat dilaporkan meliputi:  

1. Korupsi, kolusi, dan nepotisme 

2. Kecurangan akademik (misalnya plagiarism dan pemalsuan ijazah) 

3. Penyalahgunaan wewenang/jabatan 

4. Pelecehan seksual atau asusila 

5. Melakukan kejahatan tertentu (penipuan, pencurian, tindak kekerasan, dll) 

6. Dugaan benturan kepentingan 

7. Pelanggaran disiplin pejabat/pegawai 

8. Pelanggaran terhadap undang-undang/aturan yang berlaku (keterlibatan 

dosen/tendik/mahasiswa dalam kegiatan terlarang) 

Unsur WHISTLEBLOWING SYSTEM yang menjadi dasar untuk dilaporkan dan 

ditindaklanjuti dapat dijabarkan sebagai berikut:  

1. What: Perbuatan berindikasi pelanggaran yang diketahui 
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2. Where: Dimana perbuatan tersebut dilakukan 

3. When: Kapan perbuatan tersebut dilakukan 

4. Who: Siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tersebut 

5. How: Bagaimana perbuatan tersebut dilakukan (modus, cara, dsb) 

WBS UGM menawarkan keunggulan utama dalam bentuk jaminan kerahasiaan identitas 

pelapor. Untuk mendukung hal tersebut, WBS UGM menyediakan fitur pelaporan secara 

anonim sehingga identitas pelapor dapat terjaga dengan aman dan terlindungi. Untuk 

Jaminan kerahasiaan pelapor, UGM menjamin dan memastikan adanya Pelindungan 

kerahasiaan pelapor yang menyampaikan laporan indikasi pelanggaran. UGM selalu 

memastikan kerahasiaan dan menggunakan asas praduga tidak bersalah dalam 

menindaklanjuti setiap laporan yang disampaikan. Untuk menjaga kerahasiaan, perlu 

diperhatikan hal-hal berikut: 

1. Jika pelapor ingin identitas tetap rahasia, jangan memberitahukan/mengisikan data-data 

pribadi yang memungkinkan bagi orang lain untuk melakukan pelacakan 

2. Jangan beritahukan nama samaran, password, nomor registrasi akun, dan kode unik 

kepada orang lain 

3. Layanan ini bersifat rahasia dan anda tidak diharuskan untuk mengungkapkan identitas 

anda, kecuali anda memilih untuk mengungkapkannya 
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Adapun Alur Pelaporan dapat dilihat pada gambar 9.1. sebagai berikut: 

 

Gambar 9. 1 Alur WHISTLEBLOWING SYSTEM UGM  
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WHISTLEBLOWING SYSTEM secara umum merupakan proses pelanggaran perusahaan dapat 

terungkap, di mana pengungkapan harus menjadi dasar untuk mengelola dan meminimalkan 

pelanggaran tersebut. Berbagai kegiatan yang dapat merupakan pelanggaran perusahaan 

termasuk, tetapi tidak terbatas pada: korupsi, penyuapan, menerima dan memberikan hadiah dan 

hiburan, sogokan, pemerasan, nepotisme, favoritisme, kronisme, pencucian uang, pemanfaatan 

informasi orang dalam yang tidak tepat, perdagangan orang dalam, konflik kepentingan, penipuan, 

diskriminasi, akuntansi agresif, pelecehan seksual, keselamatan tempat kerja, keselamatan 

produk, dan pencemaran lingkungan (Near and Micelli, 1985). Di buku ini, kita juga akan melihat 

bagaimana Whistleblowing System diterapkan di 5 Universitas ternama di Indonesia. 

 


